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NAMA : ROMI SOPAL 
NIM  : 90300117056 
JUDUL : STUDI KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATA DAN  
PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN LUWU 
TIMUR 
 
 Dua masalah besar yang pada umumnya sering dihadapi oleh negara-
negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau 
ketimpangan dalam distribusi pandapatan antara kelompok masyarakat 
berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta 
tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan (poverty 
line).  Oleh karena itu dilakukan penelitian yang ingin mengetahui hal-hal apa saja 
yag mempengaruhi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan melalui 
pertumbuhan ekonomi. 
 Dalam penelitian ini menggunakan metode path analysis dimana  analisis 
jalur (Path Analysis) merupakan pengembangan analisis multi regresi, sehingga 
analisis regresi dapat dikatakan sebagai bentuk khusus dari analisis jalur. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variable populasi, Upah Minimum 
Kabupaten, dan kontribusi sektor pertambangan berpengaruh langsung dan positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk variable populasi dan Upah Minimum 
Kabupaten memiliki pengaruh terhadap ketimpangan  distribusi pendapatan 
sedangkan variable sektor pertambagan tidak memiliki pengaruh. Dan kemudian 
pengujian variable pertumbuhan ekonomi dengan ketimpanga pendapatan 






A. Latar Belakang 
Dua masalah besar yang pada umumnya sering dihadapi oleh negara-
negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau 
ketimpangan dalam distribusi pandapatan antara kelompok masyarakat 
berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta 
tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan (poverty 
line) (Tambunan, 2001). Keyakinan mengenai adanya efek trickle down effects 
dalam proses pembangunan telah menjadi kiblat bagi sejumlah pengambil 
kebijakan dalam pembangunannya. Dengan keyakinan tersebut maka strategi 
pembangunan yang dilakukan akan lebih terfokus pada bagaimana cara untuk 
mencapai suatu laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam suatu periode yang 
relatif singkat.Untuk mencapai tujuan tersebut, dampak negatif yang dapat 
muncul sebagai akibat jalan pintas yang diambil berdasarkan pengalaman masa 
lalu adalah pusat pembangunan ekonomi nasional dan daerah dimulai pada 
wilayah-wilayah yang telah memiliki infrastruktur lebih memadai terutama Jawa, 
sehingga untuk daerah diluar Jawa mengalami perlambatan. Selain itu 
pembangunan akan difokuskan pada sektor-sektor yang secara potensial memiliki 
kemampuan besar dalam mengasilkan nilai tambah yang tinggi terutama sektor 
industri dan jasa.  
Salah satu cara untuk mengatasi distribusi pendapatan adalah dengan 
adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi, Suryono (2000) menyatakan bahwa 





perkapita penduduk atau suatu masyarakat meningkat dalam jangka penjang. Oleh 
karena itu perlu adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan 
dan dilakukan dengan baik, sebab dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi, 
akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan distribusi pendapatan 
bagi masyarakat. 
Masalah distribusi pendapatan adalah suatu ukuran atas pendapatan yang 
didapatkan oleh setiap masyarakat. Menurut (Todaro, Michael, 2000) bahwa 
dalam mengukur distribusi pendapatan diukur dari 2 ukuran pokok yaitu distribusi 
pendapatan pribadi atau distribusi pendapatan personal dan distribusi fungsional 
yang mempertimbangkan individu sebagai totalitas yang terpisah-pisah. 
Kemudian menurut Ahluwalia (1997) yang menggambarkan penerimaan 
pendapatan penduduk yaitu 40% penduduk menerima pendapatan paling rendah, 
40% penduduk menerima pendapatan menengah dan 20% menerima pendapatan 
yang paling tinggi. 
Hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan, terutama pada 
pertumbuhan ekonomi, dapat dijelaskan dengan kausalitas dua arah. Pertama, 
bagaimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketimpangan. Dalam karya 
penting Kuznets (1955) memberikan dasar untuk memahami hubungan ini. Ia 
percaya bahwa seiring pertumbuhan ekonomi, ketimpangan akan meningkat dan 
kemudian menurun seiring waktu. Situasi ini disebut hipotesis U terbalik Kuznets. 
Seperti yang dikemukakan oleh(Barro, 2000), pemikiran Kuznets 
didasarkan pada perpindahan tenaga kerja dari bidang pertanian ke bidang 
industri. Dengan model ini, sektor pertanian dan pedesaan pada awalnya 





karakteristik pendapatan per kapita yang rendah dan ketimpangan internal yang 
rendah. Pada saat yang sama, sektor industri dan sektor perkotaan dimulai dari 
sektor-sektor kecil, dengan pendapatan per kapita yang tinggi, dan ketimpangan 
yang tinggi di sektor-sektor tersebut. Pertumbuhan ekonomi mengakibatkan 
beralihnya pekerja dan sumber daya dari sektor pertanian ke sektor industri. Para 
pekerja yang berpindah mengalami peningkatan penghasilan per kapita, dan 
transformasi ini menaikkan ketimpangan dalam perekonomian secara umum. 
Sebagai konsekuensinya, pada tahap mula pertumbuhan, hubungan antara 
penghasilan per kapita dan ketimpangan cenderung positif.  
Berdasarkan pengalaman di Indonesia, sebagian peneliti membantah hal 
itu dan menyatakan bahwa Indonesia tidak mengikuti prediksi Kuznets pada tahap 
awal pembangunannya. Selama tiga dekade sebelum Krisis Keuangan Asia 
(KKA), Indonesia mengalami tingkat pertumbuhan yang tinggi seraya tetap 
mempertahankan rasio Gini yang stabil (sekitar 0,32–0,36). Namun, cerita 
berubah setelah Indonesia pulih dari KKA. Walaupun pemulihan ekonomi 
tergolong cepat setelah KKA, dan bertahan cukup baik saat menghadapi krisis 
keuangan global (KKG) 2008, rasio Gini meningkat tajam hingga mencapai titik 
tertinggi, yakni 0,41 pada 2011(Tadjoeddin, 2013). 
Kedua, dalam pendekatan klasik terkait dengan pengaruh hubungan 
ketimpangan terhadap pertumbuhan menyatakan bahwa ketimpanganlah yang 
mempengaruhi pertumbuhan. Teori ini menyatakan bahwa tingkat tabungan 
marginal meningkat seiring peningkatan kekayaan, dengan mengarahkan lebih 
banyak pendapatan kepada pemilik modal yang banyak menabung. Ketimpangan 





marginal untuk menabungnya lebih tinggi; hal ini menghasilkan simpanan agregat 
yang lebih tinggi dan akumulasi modal yang lebih besar sehingga meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi. Selain kritik-kritik tersebut, dalam penelitian yang 
dilakukan Venieris dan Gupta juga menunjukkan bahwa, faktanya, sebagian besar 
simpanan tersebut bukan dilakukan oleh orang-orang kaya, tetapi oleh orang-
orang berpendapatan menengah. 
Dilihat dari pendekatan ekonomi politik menyatakan bahwa ketimpangan 
pendapatan berbahaya bagi pertumbuhan karena akan mengakibatkan kebijakan-
kebijakan yang tidak melindungi hak milik (property rights) dan tidak 
mengizinkan kepemilikan swasta secara penuh atas hasil investasi. Ketimpangan 
yang tinggi akan menurunkan pertumbuhan karena mayoritas rakyat miskin akan 
cenderung memilih kebijakan yang bersifat redistribusi daripada kebijakan yang 
meningkatkan pertumbuhan. Kebijakan redistribusi (pajak dan transfer) dipilih 
oleh pemilih median dan, dalam masyarakat yang timpang, pemilih median lebih 
miskin daripada rata-rata pemilih. Pajak yang dikenakan terhadap margin bersifat 
merusak keseimbangan dan memperlambat pertumbuhan. 
Dasar dari pendekatan ini, sebagaimana diterangkan (Barro, 2000), adalah 
jika pendapatan rata-rata dalam suatu ekonomi melebihi pendapatan median, 
maka sistem pemilihan berdasarkan mayoritas akan cenderung memilih kebijakan 
yang bersifat redistribusi sumber daya dari yang kaya kepada yang miskin. 
Pembayaran pajak dan transfer ini bisa juga dalam bentuk program-program 
pembiayaan publik (seperti pendidikan dan perawatan anak) serta regulasi 
kebijakan yang dapat mendistorsi keputusan-keputusan ekonomi sehingga 





menurunkan penghasilan para pemilih median atau masyarakat kelas menengah 
secara relatif terhadap rata-rata nasional, maka akan ada ketimpangan yang dapat 
menyebabkan tekanan untuk diadakannya kebijakan-kebijakan yang bersifat 
redistribusi. Hal ini akan mengurangi investasi dan pertumbuhan ekonomi. 
Luwu timur sebagai suatu daerah yang penyimpan potensi sumber daya 
alam yang melimpah dengan karakteristik daerah pantai, dataran sampai ke daerah 
yang berbukit, memiliki potensi ketersediaan lahan luas yang dapat tumbuh lebih 
cepat dan mensejahterakan masyarakat. Sebagai daerah otonom yang masih 
terbilang muda, pembangunan luwu timur semestinya mampu melaju lebih cepat 
tumbuh dibandingkan dengan daerah lainnya. Namun, kenyataannya dalam 
beberapa tahun ini berdasarkan data yang dirilis oleh badan pusat Statistik (BPS) 
Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan pembangunan ekonomi inklusif di 
Kabuaten Luwu Timur yang mengukur sejauh mana tingkat inklusivitas dengan 
melihat aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses 
dan kesempatan, dimana angka indeks yang terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar 
serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif, 
menempatkan kabupaten luwu timur sebagai daerah yang berada dalam urutan 
terakhir dari seluruh kabupaten kota se Sulawesi selatan dengan point 1,17%. 
Jika didasarkan pada deskripsi wilayah Kabupaten Luwu timur yang 
sebagian besar didominasi oleh wilayah pegunungan (459.946,81 ha). Potensi 
pengembangan wilayah di sektor pertambangan berkontribusi besar dalam 
pembentukan PDRB. Selain itu, potensi yang lain adalah usaha agribisnis dan 
bisnis kehutanan. dimana kondisi eksisting menunjukan bahwa kawasan hutan di 







Kontrubusi Sektor Pertambangan dan Penggalian 




Sumber: BPS Kab. Luwu Timur, 2020 
 
 
Jika dilihat perkategori lapangan usaha dari tabel di atas, sektor 
pertambangan merupakan sektor yang berkontribusi besar yakni 45,27% atau 
setara dengan Rp.801.193,69 juta dari PDRB, disusul oleh sektor pertanian 
sebesar 23,84%.  Namun perlu dilihat lebih dalam mencermati perkembangan 
wilayah atas hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat Kabuapten luwu 
timur. Ini menandakan bahwa sektor pertambangan masih menjadi sektor 
unggulan yang ada di kabupaten luwu timur, dengan keberadaan PT. Vale sebagai 
pengelola pertambangan disana. 
Penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari, (2017) melakukan studi yang 

















pendapatan di Indonesia”menunjukkan hasil bahwapertumbuhan ekonomi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, 
dengan nilai sebesar 0,976 menandai bahwa 97,6% ketimpangan distribusi 
pendapatan di Indonesia dijelaskan dari variabel pertumbuhan ekonomi. Variabel 
pertumbuhan ekonomi sektoral yang berpengaruh positif dan signifikan ialah 
sektor pertanian, pertambangan, bangunan, keuangan, dan jasa-jasa. Namun, 
dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Ikhsan et al., (2019)mengenai “Analisis 
pengaruh sektor pertanian, sektor pertambangan, dan sektor industri terhadap 
ketimpangan distribusi pendapatan di indonesia” menunjukan hasil bahwa Tidak 
terdapat hubungan negative dan tidak signifikan antara Pendapatan sektor 
pertambangan dan ketimpangan distibusi pendapatan artinya setiap peningkatan 
yang terjadi pada pendapatan sektor pertambangan tidak berpengaruh terhadap 
ketimpangan distribusi pendapatan. 
Dalam perkembangannya, pendapatan perkapita luwu timur di tahun 2019 
telah menunjukkan angka 70,07 juta per kapita. Ini merupakan pendapatan 
perkapita terbesar urutan ke 3 di Sulawesi selatan. Menurut Kuznet distribusi 
pendapatan akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Meskipun 
begitu, pada kenyataanya hal ini tentu berbeda dengan kondisi kesejahteraan 
masyarakat luwu timur saat ini.  karena penilaian pendapatan perkapita ini 
didasarkan pada pembagian total keseluruhan nilai PDRB dibagi dengan jumlah 
penduduk kabupaten luwutimur. Ini juga berbanding terbalik terhadap tingkat 









Tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten luwu timur 
Tahun 2011-2019 (Persen) 
 
 
Sumber: BPS Kab. Luwu Timur, 2020 
 
Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2011 
sampai 2019 berada pada kondisi fluktuatif. Pada tahun 2012 Luwu Timur 
mengalami pertumbuhan sebesar 5,62% yang sebelumnya berada pada -4,29% 
pada tahun 2011. Dan terus meningkat hingga angka 6,3 % pada tahun 2013 dan 
terus bertumbuh pada tahun 2014 sebesar 8,11%. Peningkatan produktivitas 
lapangan usaha di Luwu Timur pada tahun 2015, terutama kategori dominan 
(pertambangan dan penggalian) menjadikan perekonomian tumbuh 6,85%. Angka 
tersebut lebih rendah dari tahun lalu (8,11%). Sehingga dapat dikatakan bahwa 
Luwu Timur mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. 
Dalam rentang waktu 2015-2019 , ekonomi Luwu timur selalu tumbuh di 
bawah pertumbuhan provinsi dan nasional, pertumbuhan eknomi luwu timur tidak 
pernah berada diatas angka 3,5 - 5%. Padahal kabupaten luwu timur pernah 















performa kinerja ekonomi yang “buruk”.  Ini disebabkan salah satunya dengan 
ketergantungan luwu timur pada produktivitas pertambangan. 
Tabel 1.1 
PDRB Kabupaten Luwu Timur Menurut Lapangan Usaha Atas 




2016 2017 2018 2019 2020 
Pertanian, Kehutanan 
dan Perikanan 
2.550.575,32 2.758.786,69 2.955.133,64 3.183.973,28 3.175.948,71 
Pertambangan dan 
Penggalian 
8.831.737,22 8634510 8.667.996,48 8.447.706,06 8.587.768,95 
Industri Pengolahan 383.210,09 413.305,74 430.907,19 521.872,66 507.751,76 
Pengadaan Listrik 
dan Gas 
7.419,92 8.473,07 9.091,63 10.029,21 10.522,85 
Pengadaan Air, 
Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur 
Ulang 
889,95 938,38 1.051,62 1.206,35 1.319,03 
Konstruksi 1.046.265,54 1.119.637,55 1.188.708,17 1.403.975,52 1.448.200,75 
Perdagangan Besar 
dan Eceran; Reparasi 
Mobil dan Sepeda 
Motor 
470.403,46 506.278,43 549.462,57 669.824,20 662.567,18 
Transportasi dan 
Pergudangan 




19.905,10 21.699,31 22.901,95 27.785,27 24.233,33 
Informasi dan 
Komunikasi 
201.522,08 219.670,36 241.297,25 294.885,65 328.119,27 
Jasa Keuangan dan 
Asuransi 
114.505,85 121.592,46 126.056,52 141.691,74 147.326,26 
Real Estate 228.776,51 245.477,24 261.709,35 295.870,95 313.475,27 





270.973,87 275.662,46 294.124,68 348.463,15 345.808,20 
Jasa Pendidikan 243.594,02 258.940,47 272.675,99 317.685,49 337.636,14 
Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 
159.923,13 171.266,19 184.290,96 219.429,55 245.146,69 
Jasa Lainnya 12.965,31 14.145,18 15.493,04 18.864,39 16.540,30 
PDRB 14.631.058,73 14.862.310,82 15.318.716,53 16.022.945,19 16.256.901,56 






Tabel  1, dalam 5 tahun terakhir (2015-2019), jelas terlihat bahwa sektor 
yang berperan sangat banyak dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian di 
Kabupaten Luwu Timur adalah sektor pertambangan dan penggalian yang 
mencapai 58%. Sektor terbesar kedua dalam kontribusinya terhadap pendapatan 
daerah adalah pertanian, kehutananan dan perikanan dengan angka 19%. Sektor 
selanjutnyaadalah kontruksi dengan nilai 7%. Sektor perdagangan dengan nilai 
2,89% . Tidak jauh beda, sektor industri pengolahan dengan persentase yang sama 
2,88%. Sektor administrasi pemerintah dengan nilai 1,92%. Selanjutnya sektor 
real estat dengan nilai 1,93%. Sektor jasa pendidikan berkontribusi 1%. 
Selanjutnya sektor informasi dan komunikasi berkontribusi 1,08%. Jasa kesehatan 
berkontribusi 1,03% (Rp 219.429,55). Sektor dari jasa keuangan dan asuransi 
berkontribusi 1%. Sektor transportasi dan pergudangan berkontribusi 0,62%. 
Lima sektor berikutnya yang tidak terlalu berkontribusi diantaranya sektor 
penyediaan akomodasi makanan dan minuman dengan pendapatan rata-rata 5 
tahun terakhir Rp 27.785,27, sektor jasa lainnya dengan pendapatan Rp 18.864,39, 
sektor pengadaan listrik dan gas Rp 10.029,21, sektor jasa perusahaan Rp 
7.816,96, dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 
Rp 1.206,35. 
Disisi lain walaupun tingkat pendapatan perkapita tinggi tetapi tingkat 
ketimpangan yang terjadi di luwu timur juga mengalami peningkatan, 
berdasarakan data yang dirilis oleh BPS tingkat ketimpangan yang terjadi di luwu 
timur sebesar 3,82%. Ini menunjukan bahwa adanya faktor yang menghambat 
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Gambar 1.3 
Tingkat Gini Ratio Kabupaten Luwu Timur 








Sumber: BPS Kab. Luwu Timur, 2020 
Gambar 1.3 diatas menujukkan tingkat gini rasio kabupaten luwu timur 
yang bersifat flutuatif dimana terjadi tren naik turun pada indeks gini. Pada tahun 
2016 indeks gini sebesar 0,434 kemudian turun sampai dengan 2019. Namun, 
pada tahun 2020 indeks gini kemudian naik kembali menjadi 0,405, ini 
menandakan pemerintah belum mampu meratakan pendapatan perkapita didalam 
masyarakat.  
Penduduk salah satu modal awal dalam pembangunan ekonomi, jika 
pertumbuhan penduduk yang tinggi apabila tidak diiringi dengan kualitas manusia 
yang baik hanya akan menghambat pembangunan ekonomi, begitu pula 
sebaliknya, jika pertumbuhan penduduk yang besar disertai dengan kualitas 
manusia yang baik akan mendorong pembangunan menjadi nilai tambah yang 
jauh lebih baik. Peningkatan jumlah penduduk kemungkinan besar akan 
meningkatkan ketimpangan di semua lapisan masyarakat, salah satunya adalah 
mengurangi peluang mendapatkan pekerjaan. Tentunya dengan jumlah penduduk 





jika jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja yang tersedia tidak seimbang 
maka kesenjangan sosial akan semakin meningkat. 
Melihat dari data angka kemiskinan yang dirilis oleh BPS Kabupaten 
Luwu Timur pada beberapa tahun ini trenya fluktuatif tetapi sifatnya meurun 
dimana pada tahun 2016 tigkat kemiskinan sebesar 7,52% atau sebesar 21,08 ribu 
jiwa. Kemudian pada tahun 2017 menjadi 21,90 ribu jiwa atau sebesar 7,66% 
berarti ada peningkatan sebesar 0,14%. Selanjutnya pada tahun 2019-2020 angka 
kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,13%. Dibandingkan dengan angka 
indeks gini yang fluktuatif ini menandakan bahwa setiap orang yang bekerja juga 
akan berdampak pada semakin renggangnya tigkat ketimpangan karena kurangnya 
kesempata kerja sehigga orang yang bekerja akan semakin kaya dan yag tidak 
bekerja akan semakin miskin. 
Jumlah penduduk ini terus meningkat dari waktu ke waktu, tercatat pada 
tahun 2010 penduduk daerah ini adalah 243.069 jiwa. Kemudian pada tahun 2014 
menjadi 269.405 jiwa, berarti meningkat sebanyak 26.336 jiwa atau 10,83 % 
dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, atau rata-rata 2,70% per tahun. Selanjutnya 
pada tahun 2019 tercatat sebesar 299.673 jiwa atau bertambah 30.268 jiwa atau 
meningkat 11,24% selama 5 (lima) tahun, atau rata-rata sebesar 2,33% per tahun. 
Jika perkembangan penduduk tersebut di atas menjadi rujukan, yakni pada 
tahun 2010 sebanyak 243.069 jiwa, kemudian tahun 2019 menjadi 299.673 jiwa, 
bertambah sebanyak 56.604 jiwa atau 23,28% selama 9 (sembilan) tahun atau 








Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Timur 
Tahun 2015-2019 (juta) 
 
 
Sumber: BPS Kab. Luwu Timur, 2020 
 
Dalam perekonomian, penduduk memainkan peran ganda. Dalam literatur 
klasik, kependudukan sering dipandang sebagai penghambat pembangunan. 
keberadaanya dalam jumlah besar dan berkembang pesat dianggap hanya 
menambah beban pembangunan. Artinya jumlah penduduk yang besar akan 
menurunkan pendapatan per kapita dan menimbulkan masalah 
ketenagakerjaan.Dalam literatur modern, penduduk sebenarnya dianggap sangat 
bermanfaat bagi pembangunan, terutama karena:1. Perkembangannya akan 
memperluas pasar. 2. Peningkatan kecakapan dan kualitas dapat memberikan 
berbagai dampak positif bagi pembangunan. 3. Penduduk menyediakan 
wirausahawan inovatif yang akan menjadi faktor penting dalam pembentukan 
modal kreatif. Peningkatan konsumsi agregat memungkinkan pengembangan 

















Dalam penelitian yang dilakukan oleh Andi Samsir dan Abdul Rahman 
melakukan penelitian mengenai “Menelusur Ketimpangan Distribusi Pendapatan 
Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi selatan” menunjukan hasil bahwa 
jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan 
antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam penelitian lain yang 
dilakukan oleh Faikar Zakky Hakim (2018) yang melakukan studi mengenai 
“Analisis pengaruh total populasi, inflasi, IPM, dan corruption perception index 
(CPI) terhadap ketimpangan pendapatan pada tahun 2010 – 2015 (studi kasus 5 
negara berkembang asean)” dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan hasil 
bahwa total populasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 
ketimpangan pendapatan. 
Secara teoritis, teori ekonomi neoklasik percaya bahwa upah minimum akan 
meningkat dari pada mempersempit kesenjangan pendapatan. Upah minimum 
mendorong sektor non pasar untuk berperan dalam menentukan ambang batas 
upah minimum di pasar tenaga kerja, sehingga meningkatkan harga tenaga kerja. 
Dengan kenaikan harga tenaga kerja, upah minimum telah menyebabkan 
penurunan permintaan tenaga kerja, dan beberapa pekerja menganggur.(Bluestone 
& Harrison, 2001) 
Upah minimum pada kabupaten luwu timur menunjukan peningkatan 
seiring dengan meningkatnya laju inflasi di Kabupaten Luwu Timur. UMK 
Kabupaten luwu timur pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.898.522 dan naik pada 
tahun 2020 sebesar Rp. 3.103.800. 
Namun di sisi lain, para ekonom institusional percaya bahwa upah minimum 





pendapatan dengan mengurangi keuntungan perusahaan dan meningkatkan upah 
pekerja minimum . Oleh karena itu, dengan menetapkan upah minimum, standar 
upah akan lebih tinggi, dan upah serta distribusi pendapatan yang lebih adil akan 
tercipta(Bluestone & Harrison, 2001). 
Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli, (2016) yang melakukan studi 
mengenai “Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR),dan Kontribusi Sektor 
Industri terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan” 
menunjukkan hasil bahwa Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh negatif 
tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi 
Sulawesi Selatan. Namun, dalam penelitian lain yang dilakukan olehSari et al., 
(2015) yang melakukan penelitian mengenai “Pengaruh upah minimum terhadap 
ketimpangan pendapatan di indonesia” menunjukan hasil yang berbeda. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa hasilnya menunjukkan bahwa kedua variabel dalam 
penelitian ini secara signifikan memiliki hubungan yang positip, yang atinya 
peningkatan upah minimum akan menaikkan angka kesenjangan pendapatan  atau 
memperbesar kesenjangan pendapatan. 
Perbandingan antara pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita  di 
luwu timur, menunjukkan bahwa pendapatan perkapita di luwu timur relatif tinggi 
ini tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi di luwu timur  yang diukur dari 
PDRB mengalami penurunan, Hal ini secara tidak langsung menggambarkan 
bahwa di luwu timur terjadi ketimpangan pendapatan yang mengakibatkan 
pertumbuhan ekonomi semakin melambat dan penduduk miskin semakin 






Penelitian yang dilakukan olehLuh & Yuni, (2015)yang melakukan studi 
mengenai “analisis pengaruh jumlah penduduk yang bekerja dan investasi 
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi 
kabupaten/kota di provinsi bali”. Dimana dari hasil analisis ditemukan bahwa 
jumlah penduduk yang bekerja dan investasi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Sementara itu, jumlah 
penduduk yang bekerja dan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 
ketimpangan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel 
mediasi dalam pengaruh tidak langsung jumlah penduduk yang bekerja dan 
investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.  
Lebih lanjut penelitian lainya yang dilakukan olehDamanik et al., 
(2018)yang melakukan studi mengenai “Faktor-faktor yang mempengaruhi 
ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi” , 
dimana dari hasil penelitin menemukan bahwa Secara simultan jumlah penduduk 
yang bekerja, investasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan 
terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi. Secara parsial jumlah 
penduduk yang bekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan 
pendapatan di Provinsi Jambi, sedangkan investasi dan pertumbuhan ekonomi 
tidak berpengaruh signifikan. Besarnya pengaruh tidak langsung jumlah penduduk 
yang bekerja terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di 
Provinsi Jambi dan pengaruh tidak langsung investasi terhadap ketimpangan 





nilainya, dikarenakan tidak signifikannya pengaruh pertumbuhan ekonomi 
terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi.  
Dalam islam melalui al-Qur'an pada sektor distribusi telah dijelaskan secara 
eksplisit. Ajaran Islam menuntun kepada manusia untuk mendistribusikan 
hartanya agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat. 
Dalam pandangan Islam, pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan 
membuat kesenjengan ekonomi dimana orang yang kaya bertambah kaya dan 
yang miskin semakin miskin. 
Islam memang tidak mengharuskan persamaan dalam kepemilikan 
kekayaan, namun dalam Islam tidak membiarkan buruknya kegiatan distribusi 
kekayaan. Islam memandang individu sebagai manusia yang harus dipenuhi 
kebutuhan-kebutuhan primernya secara menyeluruh. Sebagai buktinya, banyak 
sekali ayat al-Quran dan al-Hadist yang memerintahkan manusia menginfakkan 
harta dan memberi makan orang-orang fakir, miskin, dan kekurangan, seperti 
dalam QS al-Hajj: 28, al-Baqarah: 177, 184, 215, al-Insan: 8, al-Fajr: 13-14, dan 
al-Maidah: 89. Al-Quran menyatakan bahwa dalam setiap harta terdapat hak bagi 
orang miskin. Allah Swt berfirman: 
Terjemahnya : 
ومِِ ُر ْح َم لْ ا َو لِ ائِ لسَّ لِ قٌّ َح ْم ِه لِ ا َو َْم يأ فِ  َو
“ Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan 
orang miskin yang tidak mendapat bagian." (QS. adzDzariyat/51: 19). 
Dengan seluruh kondisi tersebut maka timbul pertanyaan apakah ada atau 





kebijakan pembangunan, sehingga akan memberikan dampak yang optimal bagi 
pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan penduduk. 
Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hal-hal yang 
menjadi penghambat dalam distribusi pendapatan yang mengakibatkantingkat 
pertumbuhan ekonomi di  Kabupaten Luwu Timur menjadi melambat. Sehingga 
dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan  di 
Kabupaten Luwu Timur. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian tentang“ Studi Ketimpangan Distribusi Pendapantan Dan 
Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Luwu Timur. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, 
maka akan disajikan rumusan masalah 
1. Apakah jumlah penduduk usia produktif berpengaruh signifikan 
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan pertumbuhan 
ekonomi di kabupaten Luwu Timur.  
2. Apakah Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh signifikan 
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan pertumbuhan 
ekonomi di kabupaten Luwu Timur.  
3. Apakah kontribusi sektor pertambangan dan penggalian berpengaruh 
signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan 
pertumbuhan ekonomi di kabupaten Luwu Timur. 





Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :  
1. Untuk menganalisi pengaruh jumlah penduduk usia produktif 
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan pertumbuhan 
ekonomi di kabupaten Luwu Timur. 
2. Untuk menganalisi pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK)  
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan pertumbuhan 
ekonomi di kabupaten Luwu Timur. 
3. Untuk menganalisi pengaruh kontribusi sektor pertambangan dan 
penggalian terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan 
pertumbuhan ekonomi di kabupaten Luwu Timur 
D. Mamfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :  
1. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai 
ketimpangan distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di 
kabupaten Luwu Timur. 
2. Sebagai sarana informasi kepada masyarakat tentang pembanguan 
khususnya terkait dengan masalah ketimpagan distribusi pendapatan 
dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Luwu Timur. 
3. Sebagai bahan referensi bagi yang berminat untuk memperdalam 
mengenai masalah ketimpangan distribusi pendapatan dan 








A. Tinjauan Teori 
1.Pertumbuhan Ekonomi  
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi 
utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan 
peningkatan kesejahteraan. Menurut Putong, (2007), pertumbuhan ekonomi 
merupakan kenaikan pendapatan nasional secara berarti dalam suatu periode 
perhitungan tertentu. Sedangkan menurut Schumpeter (Putong, 2007), 
pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan output (pendapatan nasional) yang 
disebabkan oleh pertambahan alami dari tingkat pertambahan penduduk dan 
tingkat tabungan.  
Menurut Kuznets (Jhingan, 1994), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan 
jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin 
banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini 
tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan serta 
ideologis yang diperlukannya.  
Definisi tersebut memiliki tiga komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi 
suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang; 
kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang 
menentukan derajad pertumbuhan ekonomi dalam penyediaan beraneka macam 
barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien 
memerlukan adanya penyesuaian dibidang kelembagaan dan ideologi sehingga 





secara tepat. Dalam pemahaman ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah 
penambahan PDB, yang berarti peningkatan pendapatan nasional.  
Pendapatan nasional memiliki dua arti, yaitu arti sempit dan arti luas. Dalam 
arti sempit, pendapatan nasional adalah pendapatan nasional itu sendiri, 
sedangkan dalam arti luas, pendapatan nasional merujuk ke PDB atau merujuk ke 
PNB, atau ke PNN (Tambunan, 2003). Sejak dahulu para ahli ekonomi klasik dan 
neokalsik seperti Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, John 
Stuart Mill, Alfred Marshal, Leon Walras dan Kurt Wicksel telah mengemukakan 
beberapa teori pertumbuhan untuk menjawab berbagai masalah perekonomian. 
Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang pertama kali mengemukakan 
mengenai pentingnya kebijaksanaan lisezfaire atas sistem mekanisme untuk 
memaksimalkan tingkat perkembangan ekonomi suatu masyarakat.  
Adam Smith dalam bukunya ”An Inquiry Into the Nature and Causes of The 
Wealth of the Nations” mengemukakan faktor-faktor yang menimbulkan 
terjadinya pertumbuhan ekonomi. Menurut Smith (Suryana, 2000), penduduk 
yang bertambah akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan mendorong 
tingkat spesialisasi. Spesialisasi akan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi atau 
mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, karena spesialisasi akan mendorong 
produktivitas tenaga kerja dan mendorong tingkat perkembangan teknologi. Jadi, 
menurut teori klasik, pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh adanya perpaduan 
antara perkembangan penduduk dan kemajuan teknologi.  
Mengenai corak dan proses pertumbuhan ekonomi, Smith mengemukakan 
bahwa apabila pertumbuhan telah terjadi, maka proses tersebut akan terus 





kemungkinan-kemungkinan pasar, pembagian kerja akan terjadi, sehingga timbul 
kenaikan produktivitas dan pendapatan nasional. Adanya kenaikan pendapatan 
nasional akan memperluas pasar dan menciptakan tabungan yang lebih banyak. 
Selain itu, spesialisasi dan perluasan pasar akan menciptakan perangsang yang 
lebih besar bagi para pengusaha, pengembangan teknologi dan inovasi, sehingga 
pertumbuhan ekonomi akan berlangsung secara terus menerus.  
Pandangan Smith yang optimis terhadap pola proses pertumbuhan ekonomi 
bertentangan dengan pendapat David Ricardo dan Thomas Robert Malthus. 
Ricardo dan Malthus lebih pesimis terhadap pertumbuhan ekonomi jangka 
panjang (long run), karena dalam jangka panjang, perekonomian akan berada 
pada kondisi ”stationary state”, yaitu suatu keadaan di mana pertumbuhan 
ekonomi tidak terjadi sama sekali, sedangkan pertumbuhan penduduk akan 
menurunkan kembali pertumbuhan ekonomi ke tahap yang lebih rendah. Hal 
tersebut terjadi karena berlakunya ”The Law of Deminishing Returns” . Hakikat 
teori ini adalah karena keterbatasan tanah, maka apabila terjadi pertumbuhan 
penduduk (pertambahan tenaga kerja), akan berakibat pada menurunnya marginal 
product. Pada tingkat ini, pekerja akan menerima tingkat upah yang subsisten, 
yaitu suatu tingkat upah yang hanya cukup untuk hidup, sedangkan tingkat 
keuntungan pada akhirnya adalah nol. Tibalah dengan yang disebut dengan 
keadaan stasioner.  
Menurut Ricardo (Suryana, 2000), peranan teknologi dan akumulasi modal 
akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menghambat bekerjanya The 
Law of Deminishing Returns, meskipun di antara keduanya memiliki peranan 





yaitu melalui kemajuan teknologi dan kemajuan teknologi inilah yang dapat 
menghalangi terjadinya stationary state. Sehingga jelas bahwa pertumbuhan 
ekonomi akan merupakan proses tarik menarik antara dua kekuatan, yaitu The 
Law of Deminishing Returns dan kemajuan teknologi.  
Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pertumbuhan 
ekonomi berdasarkan teori klasik, (1) tingkat perkembangan suatu masyarakat 
tergantung pada 4 faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok modal, luas tanah 
dan tingkat teknologi yang dicapai, (2) kenaikan upah akan menyebabkan 
kenaikan penduduk, (3) tingkat keuntungan merupakan faktor yang menentukan 
pembentukan modal, bila tidak terdapat keuntungan, maka akan mencapai 
stationary state, (4) The Law of Deminishing Returns berlaku untuk segala 
kegiatan ekonomi sehingga mengakibatkan pertambahan produk yang semakin 
menurunkan tingkat upah, menurunkan tingkat keuntungan, tetapi menaikkan 
tingkat sewa tanah.  
Ahli ekonomi neokalsik memiliki pendapat lain dalam mengemukakan teori 
pertumbuhan ekonominya. Yoseph Schumpeter lebih menekankan peranan 
pengusaha dalam pertumbuhan ekonomi. Sebagai kunci dari teori Schumpeter 
adalah bahwa untuk pertumbuhan ekonomi, faktor yang terpenting adalah 
entrepreneur, yaitu orang yang memiliki inisiatif untuk perkembangan produk 
nasional maupun regional. Scumpeter berkeyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi 
diciptakan oleh inisiatif golongan pengusaha yang inovatif.  
Menurut Schumpeter  (Suryana, 2000), pembaharuan yang diciptakan oleh 
para pengusaha meliputi bentuk (a) memperkenalkan barang baru, (b) 





ke daerah-daerah baru, (d) mengembangkan sumber bahan mentah baru, dan (d) 
mengadakan reorganisasi dalam suatu unit produksi.  
Samuelson pada tahun 1955 juga memperkenalkan salah satu teori 
pertumbuhan ekonomi yang dikenal dengan teori pertumbuhan jalur cepat 
(turnpike). Menurut Samuelson (Tarigan, 2005), setiap wilayah perlu melihat 
sektor atau komoditi yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan 
dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor tersebut memiliki 
competitive adventage untuk dikembangkan. Artinya, dengan kebutuhan modal 
yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar dan 
memberikan sumbangan yang besar untuk perekonomian. Agar pasarnya dapat 
terjamin, produk tersebut harus dapat menembus dan mampu bersaing pada pasar 
luar negeri. Perkembangan sektor tersebut akan mendorong sektor lain turut 
berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan dapat bertumbuh.  
Bila dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi regional, pada dasarnya 
konsep pertumbuhan ekonomi yang digunakan hampir sama dengan konsep 
pertumbuhan ekonomi secara nasional. Menurut (Tarigan, 2005), pertumbuhan 
ekonomi regional adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan 
yang terjadi diwilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) 
yang terjadi.  
Menurut Djojohadikusumo (Setiawan, 2006), pengertian pertumbuhan 
ekonomi regional menyangkut perkembangan berdimensi tunggal dan diukur 
dengan meningkatnya hasil produksi (output) dan pendapatan. Suatu 
perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat 





tahun sebelumnya. Dengan kata lain, pertumbuhan baru terjadi bila jumlah barang 
dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada 
tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, untuk melihat peningkatan jumlah 
barang yang dihasilkan, maka pengaruh perubahan harga-harga terhadap nilai 
pendapatan daerah pada berbagai tahun harus dihilangkan. Caranya adalah dengan 
melakukan perhitungan pendapatan daerah atas dasar harga konstan.  
Dalam membicarakan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi regional, 
sangat perlu diketahui tentang konsep atau arti nilai tambah. Nilai produksi tidak 
sama dengan nilai tambah karena didalam nilai produksi terdapat biaya antara 
(intermediate cost), yaitu biaya perolehan dari sektor lain yang telah dihitung 
sebagai produksi disektor lain. Terdapat berbagai konsep dan definisi yang biasa 
dipakai dalam membahas pendapatan regional/nilai tambah. 
2. Distribusi Pendapatan  
Teori ketimpangan distribusi pendapatan dapat dikatakan dimulai dari 
munculnya suatu hipotesa yang terkenal yaitu Hipotesis U terbalik (inverted U 
curve) oleh Simon Kuznets tahun 1955. Beliau berpendapat bahwa mula-mula 
ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, 
namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi 
pendapatan makin merata. Ketimpangan distribusi pendapatan tidak terlepas atau 
sangat erat hubungannya dengan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah 
yang dihadapi oleh semua negara didunia. Di Amerika Serikat, yang tergolong 
negara maju dan salah satu negara kaya didunia, masih terdapat jutaan orang yang 





dibanding penduduk Amerika lainnya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Sharp 
(1996) :  
“Poverty amidst plenty” is a streaking feature of the American 
scene. Our nation is the richest in the world, yet millions of people 
are poor, and millions more that do not live in poverty are poor 
relative to others. This is not the American dream; it is the American 
paradox. 
 
Dalam teori Karl Mark (1787) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 
pada tahap awal pembangunan akan meningkatkan tenaga kerja. Kenaikan tingkat 
kenaikan upah dari tenaga kerja akan berpengaruh terhadap kenaikan risiko 
kapital terhadap tenaga kerja sehingga akan menurunkan permintaan tenaga kerja. 
Akibatnya akan menimbulkan masalah pengangguran dan meninngkatkan 
ketimpangan pendapatan. Bisa disimpulkan bahwa pentumbuhan ekonomi 
cenderung hanya akan mengurangi masalah kemiskinan dan ketimpangan 
distribusi pendapatan di tahap awal pembangunan saja, dan selanjutnya akan 
terjadi sebaliknya. 
Teori Neo Maxist justru menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan 
selalu menyababkan melebarnya jurang ketidakmerataan antara si kaya dengan 
semiskin. Hal ini dapat terjadi karena adanya akumulasi modal dan kemajuan 
teknologi yang cenderung akan meningkatkan pemikiran penguasa sumber daya 
dan kapital oleh para penguasa modal kelompok “elit” masyarakat. Sebaliknya 
non pemilik modal akan berada pada jurang kemiskinan. 
Dua buah teori ketimpangan yaitu Harrod-Domar dan Neokalsik 
memberikan perhatian khusus di mana peranan kapital sangatlah penting. 
Investasi modal yang di tanamkan di suatu daerah akan menarik modal tersebut 





meningkat sejalan dengan meningkatnya penghasilan daerah tersebut. Hal tersebut 
pula yang membuat daerah satu dengan yang lainnya menjadi timpang. 
Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian 
hasil pembangunan suatu negara dikalangan penduduknya. Distribusi pendapatan 
sebagai suatu ukuran dibedakan menjadi dua ukuran pokok, baik untuk tujuan 
analisis maupun untuk tujuan kuantitatif (Todaro, 2000) yaitu:  
1. Pendapatan ”personal” atau distribusi pendapatan berdasarkan ukuran atau 
besarnya pendapatan. Distribusi pendapatan pribadi atau distribusi 
pendapatan berdasarkan besarnya pendapatan paling banyak digunakan 
ahli ekonomi. Distribusi ini hanya menyangkut orang per orang atau 
rumah tangga dan total pendapatan yang mereka terima, dari mana 
pendapatan yang mereka peroleh tidak dipersoalkan. Tidak dipersoalkan 
pula berapa banyak yang diperoleh masing-masing individu, apakah 
merupakan hasil dari pekerjaan mereka atau berasal dari sumber-sumber 
lain. Selain itu juga diabaikan sumber-sumber pendapatan yang 
menyangkut lokasi (apakah diwilayah desa atau kota) dan jenis pekerjaan.  
2. Distribusi pendapatan “fungsional” atau distribusi pendapatan menurut 
bagian faktor distribusi. Sistem distribusi ini mempertimbangkan individu-
individu sebagai totalitas yang terpisah-pisah. Menurut Ahluwalia (1997) 
dalam Pramono (1999) mengenai keadan distribusi pendapatan di 
beberapa negara dapat digambarkan dalam 2 (dua) hal yaitu:  
a) Adalah perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh 
berbagai golongan penerima pendapatan dan golongan ini 





(1997) menggolongkan penduduk penerima pendapatan: a.) 40 
persen penduduk menerima pendapatan paling rendah,b) 40 persen 
penduduk menerima pendapatan menengah,c) 20 persen penduduk 
menerima pendapatan paling tinggi.  
b) Distribusi pendapatan mutlak adalah persentase jumlah penduduk 
yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu 
atau kurang dari padanya. Ukuran umum yang dipakai biasanya 
adalah kriteria Bank Dunia yaitu ketidakmerataan tertinggi bila 40 
persen penduduk dengan distribusi pendapatan terendah menerima 
kurang dari 12 persen pendapatan nasional. Ketidakmerataan 
sedang apabila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah 
menerima 12-17 persen pendapatan nasional. Ketidakmerataan 
rendah bila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah 
menerima lebih dari 17 persen dari seluruh pendapatan nasional. 
Ada beberapa cara yang dijadikan sebagai indikator untuk mengukur 
pemerataan distribusi pendapatan, di antaranya yaitu :  
1. Kurva Lorenz  
Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional 
dikalangan lapisan-lapisan penduduk. Kurva ini terletak didalam sebuah bujur 
sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan 
nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. 














Sumber : Todaro  (2006) 
Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan 
distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva 
Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan 
keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan 
tidak merata.(Arsyad, 2010) 
2. Indeks Gini atau Rasio Gini  
Gini ratio merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan 
membandingkan luas antara diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas 
segitiga di bawah diagonal . 
Gambar 2.2 














Data yang diperlukan dalam penghitungan gini ratio:  
a) Jumlah rumahtangga atau penduduk  
b) Rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumahtangga yang sudah 
dikelompokkan menurut kelasnya.  
Rumus untuk menghitung gini ratio:  






Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i  
Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas 
ke-i  
Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika:  
G < 0,3 → ketimpangan rendah 
0,3 ≤ G ≤ 0,5 → ketimpangan sedang  
G > 0,5 → ketimpangan tinggi  
3. Kriteria Bank Dunia  
Kriteria ketidakmerataan versi bank dunia didasarkan atas porsi pendapatan 
nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk, yakni 40% penduduk 
berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan menengah, serta 20% 
penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi 
pendapatan dinyatakan parah apabila 40% penduduk berpendapatan rendah 
menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional. Ketidakmerataan dianggap 





pendapatan nasional. Sedangkan jika 40% penduduk yang berpendapatan rendah 
menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional, maka ketimpangan atau 
kesenjangan dikatakan lunak dan distribusi pendapatan nasional dianggap cukup 
merata.  
4. Indeks Theil dan Indeks-L 
Ukuran ketimpangan pendapatan lain yang banyak digunakan adalah Indeks 
Theil dan Indeks-L (ukuran deviasi log rata-rata). Kedua ukuran tersebut masuk 
dalam famili ukuran ketimpangan “generalized enthropy”. Adapun rumus 
“generalized enthropy” umum dapat ditulis sebagai berikut: 










) − 𝟏𝐧𝐢=𝟎 ] ..............................................  1 
Di mana: 
 
Y adalah rata-rata pendapatan (pengeluaran) 
 
Nilai GE bervariasi antara 0 dan ∞ dengan 0 mewakili distribusi yang 
merata dan nilai yang lebih tinggi mewakili tingkat ketimpangan yang lebih 
tinggi. Parameter α dalam kelompok ukuran GE mewakili penimbang yang 
diberikan pada jarak antara pendapatan pada bagian yang berbeda dari distribusi 
pendapatan. Untuk nilai α yang lebih rendah, GE lebih sensitif terhadap 
perubahan pada ekor bawah dari distribusi (penduduk miskin), dan untuk nilai α 
yang lebih tinggi GE lebih sensitif terhadap perubahan yang berakibat pada ekor 
atas dari distribusi (penduduk kaya). Nilai α yang paling umum digunakan adalah 
0 dan1. 















) .......................................................... 2 
 
b) GE (0), juga dikenal dengan indeks-L, disebut ukuran deviasi log rata-rata 
(mean log deviation) karena ukuran tersebut memberikan standar deviasi dari 
log(y): 
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3.  Populasi Penduduk  
Adanya pengaruh positif mengenai pertumbuhan penduduk terhadap 
pertumbuhan ekonomi di mana pertumbuhan penduduk sangat erat terkait dengan 
tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi. Penduduk di salah satu pihak 
dapat menjadi pelaku atau sumber daya bagi faktor produksi, pada sisi lain dapat 
menjadi tujuan sasaran atau konsumen bagi produk yang dihasilkan. Suatu kondisi 
kependudukan, data serta informasi kependudukan akan sangat berguna dalam 
memperhitungkan berapa banyak jumlah tenaga kerja yang akan diserap. 
Dipihak lain pengetahuan tentang struktur penduduk dan kondisi sosial 
ekonomi pada wilayah tertentu, akan sangat bermanfaat dalam memperhitungkan 
berapa banyak penduduk yang dapat memanfaatkan peluang dan hasil 
pembangunan atau seberapa luas pangsa pasar bagi suatu produk usaha tertentu 
(Todaro, 2003).  
Di era globalisasi dan perdagangan bebas, besarnya jumlah penduduk dan 
kekuatan ekonomi masyarakat menjadi potensi sekaligus sasaran pembangunan 
sosial ekonomi, baik untuk skala nasional maupun internasional. Berdasarkan hal 





penduduk sebagai pelaku ekonomi dapat meningkat sesuai dengan permintaan dan 
kebutuhan zaman yang terus menerus berkembang.  
Permasalahan yang ditimbulkan oleh besarnya jumlah dan pertumbuhan 
angkatan kerja tersebut, di satu pihak menuntut kesempatan kerja yang lebih besar 
dan dipihak lain menuntut pembinaan angkatan kerja itu sendiri agar mampu 
menghasilkan keluaran yang lebih tinggi sebagai prasyarat untuk menuju tahap 
tinggal landas.  
Adam smith (1729-1790) merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi yang 
kemudian dikenal sebagai aliran klasik. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith 
juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula 
pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru 
mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi 
sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (necessary condition) 
bagi pertumbuhan ekonomi. Sesudah Adam Smith, Thomas Robert Malthus 
(1766-1834) dianggap sebagai pemikir klasik yang sangat berjasa dalam 
pengembangan pemikiran-pemikiran ekonomi. Buku Malthus yang dikenal paling 
luas adalah Principles of Population.  
Menurut Mulyadi (2003), dari buku tersebut akan dilihat bahwa meskipun 
Malthus termasuk salah seorang pengikut Adam Smith, tidak semua pemikirannya 
sejalan dengan pemikiran Smith. Di satu pihak Smith optimis bahwa 
kesejahteraan umat manusia akan selalu meningkat sebagai dampak positif dari 
pembagian kerja dan spesialisasi. Sebaliknya, Malthus justru pesimis tentang 
masa depan umat manusia. Kenyataan bahwa tanah sebagai salah satu faktor 





pertanian berkurang karena sebagian digunakan untuk membangun perumahan, 
pabrik-pabrik dan bangunan lain serta pembuatan jalan. Menurut Malthus manusia 
berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian 
untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Malthus tidak percaya bahwa 
teknologi mampu berkembang lebih cepat dari jumlah penduduk sehingga perlu 
dilakukan pembatasan dalam jumlah penduduk. Pembatasan ini disebut Malthus 
sebagai pembatasan moral. Kaum klasik percaya bahwa perekonomian yang 
dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan 
(equilibrium).  
Dalam posisi keseimbangan semua sumber daya, termasuk tenaga kerja, 
akan digunakan secara penuh (full-employed). Dengan demikian di bawah sistem 
yang didasarkan pada mekanisme pasar tidak ada pengangguran. Kalau tidak ada 
yang bekerja, daripada tidak memperoleh pendapatan sama sekali, maka mereka 
bersedia bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah. Kesediaan untuk bekerja 
dengan tingkat upah lebih rendah ini akan menarik perusahaan untuk 
mempekerjakan mereka lebih banyak. Kritikan Jhon Maynard Keynes (1883-
1946) terhadap sistem klasik salah satunya adalah tentang pendapatnya yang 
mengatakan bahwa tidak ada mekanisme penyesuaian (adjustment) otomatis yang 
menjamin bahwa perekonomian akan mencapai keseimbangan pada tingkat 
penggunaan kerja penuh.  
Model yang sama juga dikemukakan oleh model Solow di mana dalam 
model ini dipakai suatu fungsi produksi Cobb-Douglas. Angkatan kerja di 
asumsikan tumbuh secara geometris dan full employment selalu tercapai. Tetapi, 





produksi, dan bukan sekedar pembagi (untuk memperoleh output pekerja). Dalam 
model ini juga dilihat substitusi antara modal fisik dan pekerja.  
Boserup berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk justru menyebabkan 
dipakainya sistem pertanian yang lebih intensif di suatu masyarakat dan 
meningkatnya output disektor pertanian. Boserup juga berpendapat bahwa 
pertambahan penduduk berakibat dipilihnya sistem teknologi pertanian pada 
tingkatan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, inovasi (teknologi) ada lebih 
dahulu. Inovasi itu hanya menguntungkan bila jumlah penduduk lebih banyak. 
Inovasi menurut Boserup dapat meningkatkan output pekerja, tetapi hanya 
dilakukan bila jumlah pekerjanya banyak. Pertumbuhan penduduk justru 
mendorong diterapkannya suatu inovasi (teknologi) baru (Subri, 2003) 
Dari keseluruhan teori tenaga kerja dan pertumbuhan penduduk yang 
mendominasi sebagian besar teori-teori pembangunan pada tahun 1950-an dan 
1960-an dan pada awal tahun 1980-an dikenal bentuk aliran ekonomi sisi 
penawaran atau supply-side economics, yang memfokuskan pada kebijakan-
kebijakan untuk meningkatkan output nasional melalui akumulasi modal. Karena 
model ini menghubungkan tingkat penyediaan kesempatan kerja dengan tingkat 
pertumbuhan GNP, artinya dengan memaksimumkan penyerapan tenaga kerja, 
untuk memaksimumkan pertumbuhan GNP dan kesempatan kerja dengan cara 
memaksimumkan tingkat tabungan dan investasi.  
4. Upah Minimum  
1. Tinjauan umum mengenai upah   





Upah merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa 
atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan 
sesuatu, gaji, imbalan, hasil akibat (dari suatu perbuatan) risiko (KKBI,2002). 
Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 
sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 
peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan 
(Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan).  
b.  Jenis-jenis Upah  
Jenis-jenis upah dalam berbagai kepustakaan Hukum Ketenagakerjaan 
Bidang Hubungan Kerja  dapat dikemukakan sebagai berikut(Asyhadie, 2007): 
1) Upah Nominal Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara 
tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-
jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 
perjanjian kerja. 
2) Upah Nyata (Riil Wages) Upah nyata adalah uang nyata, yang benar-benar 
harus diterima seorang pekerja/buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan 
oleh daya beli upah tersebut yang akan tergantung dari: a) besar atau kecilnya 
jumlah uang yang diterima. b) besar atau kecilnya biaya hidup yang 
diperlukan. 
3) Upah Hidup Upah hidup, yaitu upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup 





kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya, seperti 
pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain. 
4) Upah Minimum Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan 
standar, oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari 
pekerja/buruh yang bekerja diperusahaanya. Upah minimum ini umumnya 
ditentukan oleh pemerintah (cq. Gubernur dengan memerhatikan rekomendasi 
dari dewan pengupahan provinsidan/atau bupati/wali kota), dan setiap tahun 
kadangkala berubah sesuai dengan tujuan ditetapaknya upah minimum, yaitu :  
a) untuk menonjolkan arti dan peranan pekerja/buruh sebagai subsistem dalam 
suatu hubungan kerja;  
b)  untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang 
sangat rendah dan yang secara materiil kurang memuaskan;  
c) untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai 
pekerjaan yang dilakukan; 
d) untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian kerja dalam 
perusahaan;  
e) mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidup secara 
normal.  
5) Upah Wajar Upah wajar adalah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar 
oleh pengusaha dan pekerja/buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada 
perusahaan. Upah wajar ini sangat bervariasi dan selalu berubah-ubah antar 
upah minimum dan upah hidup sesuai dengan faktor-faktor yang 





negara. b) nilai upah rata-rata di daerah tempat perusahaan itu berada. c) 
peraturan perpajakan; 
2. Tinjauan Umum Mengenai Upah Minimum  
Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER-
15/MEN/2018 tentang Upah Minimum, upah minimum adalah Upah Bulanan 
Terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.  
Pemerintah dalam hal ini Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi 
dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau bupati/wali kota, menetapkan upah 
minimum berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan 
pertumbuhan ekonomi. Sedangkan ketentuan mengenai penghasilan yang layak, 
kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak dan perlindungan pengupahan, 
penetapan upah minimum dan pengenaan denda terhadap pekerja/buruh yang 
melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaian diatur dengan 
peraturan pemerintah (Rusli, 2011).  
Upah minimum diarahkan kepada pencapaian KHL yaitu setiap penetapan 
upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah 
minimum dengan kebutuhan hidup layak yang besarnya ditetapkan Menaker 
(Menteri Tenaga Kerja). Pencapaian KHL perlu dilakukan secara bertahap karena 
kebutuhanhidup minimum yang sangat ditentukan oleh kemampuan dunia usaha. 
(Rusli, 2011). Upah minimum dapat terdiri atas: a) Upah minimum berdasarkan 
wilayah provinsi atau kabupaten/kota. b) Upah minimum berdasarkan sektor pada 
wilayah provinsi atau kabupaten/kota..  
Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha 





kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional, dan tidak boleh rendah 
dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan.  
Penetapan upah minimum perlu mempertimbangkan beberapa hal secara 
komprehensif. Dasar pertimbangan menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga 
Kerja Republik Indonesia Nomor PER15/MEN/2018 sebagai berikut:  
1) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum 
Kabupaten/Kota (UMK) dengan mempertimbangkan:  
a)  Kebutuhan Hidup Minimum (KHM);  
b) Indeks Harga Konsumen (IHK); 
c) Kemampuan, perkembangan, dan kelangsungan perusahaan; 
d) Upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah; 
e) Kondisi pasar kerja;  
f) Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita.  
2) Untuk penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah 
Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), disamping mempertimbangkan 
butir 1 diatas juga mempertimbangkan kemampuan perusahaan secara 
sektoral. (Khakim, 2006) 
Terhadap perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketetapan Upah 
Minimum, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 
Indonesia Nomor. KEP-226/MEN/2000 juga mengaturnya didalam Pasal 19 ayat 
(2) yang menentukan “Permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum 
diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga 






Permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum dimaksud diatas 
tidaklah serta merta dapat disetujui oleh Gubernur. Didalam Pasal 20 ayat (2) 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. 
KEP-226/MEN/2000 dinyatakan bahwa “Berdasarkan permohonan penangguhan 
pelaksanaan Upah Minimum, Gubernur dapat meminta Akuntan Publik untuk 
memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian ketidakmampuanperusahaan atas 
biaya perusahaan yang memohon penangguhan.” Selanjutnya Gubernur 
menetapkan penolakan atau persetujuan penangguhan pelaksanaan Upah 
Minimum berdasarkan audit dari Akuntan Publik. Apabila permohonan 
penangguhan pelaksanaan Upah Minimum disetujui oleh Gubernur, maka 
persetujuan tersebut berlaku untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.  
Atau dengan kata lain, bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah 
minimum dapat melakukan penangguhan yang tata caranya diatur dengan 
keputusan Menaker. Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan 
yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang 
bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu 
tertentu. Bila penangguhan tersebut berakhir, maka perusahaan yang bersangkutan 
wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu, tetapi tidak wajib 
membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu 
diberikan penangguhan. 
3. Pengertian Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota  
Menurut pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi No.KEP-15/MEN/2018 tentang perubahan pasal 1, pasal 3, pasal 4, 





07/MEN/2013 tentang upah minimum, upah minimum provinsi adalah upah yang 
berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota disatu provinsi. Besarnya upah 
minimum untuk setiap wilayah provinsi atau kabupaten atau kota tidak sama 
karena tergantung nilai kebutuhan hidup minimum (KHM) di daerah 
bersangkutan. 
Dalam teori ekonomi, upah dapat diartikan sebagai pembayaran atas jasa- 
jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para 
pengusaha (Sadono, 2005). Menurut Sonny Sumarsono (2003), perubahan tingkat 
upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila 
digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal sebagai 
berikut.  
Pertama naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi 
perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit barang yang 
diproduksi. Konsumen akan memberikan respons apabila terjadi kenaikan harga 
barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang 
yang bersangkutan. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual, dan terpaksa 
produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi, 
mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah 
tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut 
dengan efek skala produksi atau scale effect. 
Kedua apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang modal lainnya 
tidak berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi 
padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga 





Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau 
penambahan penggunaan mesin-mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja 
(substitution effect).  
Kontroversi tentang upah minimum bukanlah isu baru. Perbedaan pendapat 
ini dapat dilihat dari perselisihan antara kelompok serikat pekerja yang 
menghendaki kenaikan upah minimum yang signifikan, sementara kelompok 
pengusaha melihat bahwa tuntutan ini bertentangan dan tidak kompatibel dengan 
upaya pemerintah mendorong pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.  
Perdebatan yang muncul antara lain ; menyangkut sejauh mana upah riil 
mengikuti pertumbuhan produktivitas, kebutuhan terhadap penentuan upah 
minimum. Yang pertama berkait dengan upaya mempertahankan daya saing 
industri padat karya Indonesia, sementara yang kedua berkait dengan upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan buruh termasuk didalamnya dimensi pemerataan 
yang sering harus mengalami trade-off dengan tujuan pertumbuhan ekonomi 
(daya saing).  
Bagi para ekonom, masalah ini pun sering mengundang perdebatan baik 
dalam aplikasinya dinegara maju maupun berkembang. Satu kelompok ekonom 
melihat, upah minimum akan menghambat penciptaan lapangan kerja dan 
menambah persoalan pemulihan ekonomi. Sementara sekelompok lain dengan 
bukti empiris menunjukkan, penerapan upah minimum tidak selalu identik dengan 
pengurangan kesempatan kerja, bahkan akan mampu mendorong proses 
pemulihan ekonomi. 
Teori ekonomi klasik (antara lain Stopler-Samuelson) menunjukkan, koreksi 





ekonomi, akan mengarahkan alokasi faktor produksi dengan menggunakan input 
yang berlebih, dalam hal ini tenaga kerja. Teori ekonomi ini juga menunjukkan, 
untuk negara yang tenaga kerjanya berlimpah seperti Indonesia, liberalisasi 
ekonomi cenderung meningkatkan pangsa nilai produksi marjinal tenaga kerja 
relatif terhadap total output, sementara pangsa balas jasa faktor modal 
(keuntungan) cenderung akan menurun. Kenaikan pangsa nilai produksi marjinal 
tenaga ini akan meningkatkan tingkat upah riil. Dengan demikian, sebetulnya 
tidak akan terjadi keraguan bahwa dalam pasar yang makin bebas, kenaikan 
marginal product of labor (produktivitas tenaga kerja) akan selalu diikuti 
kenaikan upah riil. Dengan demikian, penetapan upah minimum tidak berarti 
banyak, bahkan hanya menciptakan distorsi baru dalam perekonomian.  
Munculnya ketentuan upah minimum akan mendorong terjadinya distorsi 
dalam pasar tenaga kerja. Artinya dengan ketentuan upah minimum, maka buruh 
mempunyai kekuatan monopoli yang cenderung melindungi buruh yang telah 
bekerja dalam industri itu. Kekuatan serikat buruh yang cenderung 
memaksimumkan pendapatan dari buruh yang ada akan mendiskriminasi 
pendatang baru dalam pasar tenaga kerja. Pandangan serupa valid dalam kondisi 
di mana perusahaan tidak mempunyai kekuatan monopsoni untuk menekan buruh. 
Jika ada monopsoni dalam pasar tenaga kerja, maka pengaruh ketentuan upah 
minimum dapat mendorong peningkatan kesempatan kerja.  
Teori lain yang berseberangan dengan teori neoklasik adalah efficiency 
wage theory. Dalam pandangan teori ini, penetapan upah minimum 
memungkinkan tenaga kerja meningkatkan nutrisinya sehingga dalam jangka 





memungkinkan buruh untuk menyekolahkan anaknya dan memberi nutrisi yang 
lebih baik bagi anak-anaknya. Keduanya dalam jangka panjang akan memberi 
dampak yang besar terhadap peningkatan produktivitas. Tetapi, bagaimana 
mengatasi masalah penyerapan tenaga kerja dalam jangka pendek (masa transisi), 
karena dampak peningkatan nutrisi terhadap produktivitas membutuhkan waktu.  
Pandangan teori ekonomi neoklasik sejalan dengan temuan empiris baru 
yang dihasilkan SMERU Research Institute dan Direktorat Ketenagakerjaan 
Bappenas. Ditemukan hanya 40 persen unit usaha diindonesia yang membayar 
upah sesuai ketentuan upah minimum; kenaikan upah minimum mempunyai 
hubungan negatif terhadap kesempatan kerja disektor formal perkotaan. Setiap 10 
persen kenaikan upah minimum mempunyai asosiasi dengan pengurangan 
kesempatan kerja 1,1 persen; kenaikan upah minimum lebih dinikmati buruh 
terdidik (white collar workers) dibanding buruh tidak terdidik (blue collar 
workers) karena perusahaan cenderung melakukan substitusi antar tenaga kerja 
dan antara tenaga kerja dan mesin.  
5. Sektor IndustriPertambangan 
Peranan industri pertambangan dalam pertumbuhan wilayah secara jelas 
dikemukakan oleh Yeates dan Gardner (Arifin, 1997), bahwa kegiatan industri 
merupakan salah satu faktor penting dalam mekanisme perkembangan dan 
pertumbuhan wilayah. Hal ini disebabkan adanya efek multiplier dan inovasi yang 
ditimbulkan oleh kegiatan industri yang berinteraksi dengan potensi dan kendala 
yang dimiliki wilayah. Seorang pakar ekonomi Rusia (Rostow), juga mengatakan 
bahwa tahap tinggal landas dalam pembangunan ekonomi ditandai oleh 





Pembangunan Ekonomi suatu bangsa merupakan pilar penting bagi 
terselenggaranya proses pembangunan disegala bidang. Karena jika pembangunan 
ekonomi suatu bangsa berhasil, maka bidang-bidang lain seperti bidang hukum, 
politik, pertanian, dan lain-lain akan sangat terbantu. Suatu masyarakat yang 
pembangunan ekonominya berhasil ditandai dengan tingginya pendapatan per 
kapita masyarakat negara tersebut. Dengan tingginya pendapatan per kapita 
masyarakat, maka negara dan masyarakat akan dapat lebih leluasa dalam 
menjalankan berbagai aktivitas pada berbagai bidang yang lain.  
Salah satu sektor penting dalam pembangunan dibidang ekonomi adalah 
sektor Industri. Peranan sektor Industri dalam pembangunan ekonomi di berbagai 
negara sangat penting karena sektor Industri memiliki beberapa keunggulan dalam 
hal selerasi pembangunan. Keunggulan-keunggulan sektor Industri tersebut di 
antaranya memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu 
menciptakan nilai tambah (value added) yang lebih tinggi pada berbagai 
komoditas yang dihasilkan.  
Menurut Teori Ekonomi Pembangunan, semakin tinggi kontribusi sektor 
Industri terhadap Pembangunan Ekonomi negaranya maka negara tersebut 
semakin maju. Jika Suatu negara kontribusi sektor industrinya telah diatas 30% 
maka dapat dikatakan negara tersebut tergolong negara maju (Sadono,2001).  
Hubungan antara industri dan wilayah adalah bervariasi antar berbagai 
wilayah. Pertama yaitu adanya keterkaitan dengan lingkungan, meningkatkan 
kesempatan kerja, kebutuhan akan bahan baku, sumber daya alam dan manusia, 





pada berbagai industri. Kedua, dalam kaitannya dengan industri sendiri yang 
meliputi:  
1. Kepentingan industri dan fungsi yang berkaitan dengan berbagai elemen 
ekonomi wilayah, seperti jenis pekerjaan, kesempatan kerja, pendapatan rumah 
tangga, penggandaan antar sektor, pendapatan sektor ekspor dan penggunaan 
lahan dari berbagai kegiatan ekonomi.  
2. Organisasi sistem dalam arti kepemilikan, pengendalian, skala ekonomi, 
teknologi, kapitalisasi dan keterkaitan antara organisasi.  
3. Dinamika sistem, terlihat dari adanya pertumbuhan, perkembangan, stagnasi, 
kemunduran dan stagnasi, kemunduran dan restrukturisasi yang dihasilkan dari 
kombinasi kelahiran, migrasi masuk, migrasi keluar atau perubahan lain 
terhadap kondisi perusahaan yang ada.  
4. Tipe industri seperti terlihat pada sektor ekonomi fungsi industri dalam mata 
rantai produksi, serta tempatnya dalam, divisi tenaga kerja baik secara nasional 
maupun internasional  
Ketiga, adanya dampak dari sistem industri dan di namikanya terhadap 
kualitas ekonomi, sosial, fisik dan komponen terbangun dari lingkungan 
masyarakat, khususnya kondisi pasar tenaga kerja, pendapatan riil, kesejahteraan, 
dan sejenisnya. Untuk dapat mengatasi persoalan yang akan ditimbulkan oleh 
pembangunan industri, pemerintah daerah perlu mengetahui gambaran 








B. Pengaruh Antar Variabel 
1. Pengaruh populasi terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan 
ekonomi 
Adanya pengaruh positif mengenai pertumbuhan penduduk terhadap 
pertumbuhan ekonomi di mana pertumbuhan penduduk sangat erat terkait dengan 
tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi. Penduduk di salah satu pihak 
dapat menjadi pelaku atau sumber daya bagi faktor produksi, pada sisi lain dapat 
menjadi tujuan sasaran atau konsumen bagi produk yang dihasilkan. Suatu kondisi 
kependudukan, data serta informasi kependudukan akan sangat berguna dalam 
memperhitungkan berapa banyak jumlah tenaga kerja yang akan diserap. 
Hal ini juga didukung oleh penelitian Syamsir & Rahman (2018) dan Luh 
& Yuni(2015)pengungkapan populasi memiliki pengaruh positif terhadap 
ketimpangan pendapatan yang artinya jika populasi meningkat maka akan 
menciptakan ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi. Namun, dalam 
penelitian Hakim(2013)yang menemukan bahwa total populasi berpengaruh 
positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Populasi 
dianggap dapat menjadi faktor yang dapatmempengaruhi ketimpangan 
pendapatan, karena merupakan salah satu faktor dalam mempertimbangkan arah 
kebijakan pendapatan. 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arianto et al., (2015)&Handayani et 
al., (2016) mengungkapkan bahwa Jumlah penduduk berpengaruh secara positif 
dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila terjadi perubahan jumlah 
penduduk maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember. 





tahun. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Adam Smith yang menyatakan 
bahwa manusia merupakan faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran 
bangsa. Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia adalah 
pemula pertumbuhan ekonomi. Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan 
ekonomi bertumpu pada adanya pertumbuhan penduduk. Dengan adanya 
pertumbuhan penduduk maka akan terdapat pertambahan output dan pertambahan 
hasil. 
2.Pengaruh UMK  terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan 
ekonomi 
Kontroversi tentang upah minimum bukanlah isu baru. Perbedaan 
pendapat ini dapat dilihat dari perselisihan antara kelompok serikat pekerja yang 
menghendaki kenaikan upah minimum yang signifikan, sementara kelompok 
pengusaha melihat bahwa tuntutan ini bertentangan dan tidak kompatibel dengan 
upaya pemerintah mendorong pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.  
Perdebatan yang muncul antara lain ; menyangkut sejauh mana upah riil 
mengikuti pertumbuhan produktivitas, kebutuhan terhadap penentuan upah 
minimum. Yang pertama berkait dengan upaya mempertahankan daya saing 
industri padat karya Indonesia, sementara yang kedua berkait dengan upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan buruh termasuk didalamnya dimensi pemerataan 
yang sering harus mengalami trade-off dengan tujuan pertumbuhan ekonomi 
(daya saing).  
Menurut Zulkifl (2016) dan Sari, Nurmalisa, & Sungkar (2015) 
pengungkapan UMR memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan 





pendapatan atau memperbesar kesenjangan pendapatan.Namun,dalam penelitian 
lain yang dilakukan oleh Muara(2015) menunjukkan hasil yang berbeda di mana 
peningkatan variabel upah minimum provinsi akan mengurangi ketimpangan 
pendapatan dikarenakan mampu mengurangi arus migrasi khususnya bagi 
masyarakat berpendapatan rendah dan menengah. 
Secara teoritis, teori ekonomi neoklasik percaya bahwa upah minimum 
akan meningkat dari pada mempersempit kesenjangan pendapatan. Upah 
minimum mendorong sektor non pasar untuk berperan dalam menentukan ambang 
batas upah minimum di pasar tenaga kerja, sehingga meningkatkan harga tenaga 
kerja. Dengan kenaikan harga tenaga kerja, upah minimum telah menyebabkan 
penurunan permintaan tenaga kerja, dan beberapa pekerja menganggur. 
Menurut Utami (2018) menunjukan bahwa upah minimum berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten.  
Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat kemiskinan yang semakin 
berkurang dan daya beli masyarakat yang meningkat. Daya beli yang meningkat 
dan merata salah satunya bisa dilihat dari distribusi barang dan jasa yang 
bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan 
kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi 
dan peningkatan kesejahteraan. Jumlah penduduk bertambah setiap tahun, 
sehingga dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah 
setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Selain dari 
sisi konsumsi dari sisi permintaan, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan 
pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan). Pertumbuhan ekonomi 





penambahan pendapatan tersebut (cateris paribus), peningkatan kemiskinan 
(Tambunan, 2016). 
3.Pengaruh sekor pertambangan  terhadap ketimpangan pendapatan dan 
pertumbuhan ekonomi 
Menurut Teori Ekonomi Pembangunan, semakin tinggi kontribusi sektor 
Industri terhadap Pembangunan Ekonomi negaranya maka negara tersebut 
semakin maju. Jika Suatu negara kontribusi sektor industrinya telah diatas 30% 
maka dapat dikatakan negara tersebut tergolong negara maju (Sukirno, 2001). 
Menurut Ikhsan et al., (2019)sektor pertambangan tidak terdapat hubungan 
negative dan tidak signifikan antara pendapatan sektor pertambangan dan 
ketimpangan distribusi pendapatan artinya setiap peningkatan yang terjadi pada 
pendapatan sektor pertambangan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan 
distribusi pendapatan. Namun, ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Ratnasari (2017) menunjukkan bahwa pada sektor pertambangan memiliki 
pengaruh yang positif terhadap ketimpangan pendapatan. 
Menurut Rustiadi & Saefullah(2011)bahwa setiap wilayah selalu terdapat 
sektor-sektor yang bersifat strategis akibat besarnya sumbangan yang diberikan 
dalam perekonomian wilayah serta keterkaitan sektor dan spasialnya. 
Perkembangan sektor strategis tersebut memiliki dampak langsung dan tidak 
langsung yang signifikan. Dampak tidak langsung akibat perkembangan suatu 
sektor berpengaruh terhadap perkembangan sektorsektor lainnya. Hal ini sejalan 
dengan pendapat Morrissey dan O’Donoghue bahwa analisis ekonomi wilayah 
penting dilakukan untuk menyediakan akses bagi pemegang kebijakan terkait 





C. Penelitian Terdahulu  
Penelitian-penelitian terdahulu mengenai distribusi pendapatan masih terus 
dilakukan, baik yang berupa pengujian terhadap hipotesis Kuznets maupun 
pengembangan mengenai teori lebih lanjut. Berikut ini adalah peneliti-peneliti 
yang telah melakukan penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi 
pendapatan, antara lain:  
Penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari,(2017) melakukan studi yang 
mengenai “Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi 
pendapatan diindonesia”menunjukkan hasil bahwapertumbuhan ekonomi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, 
dengan nilai sebesar 0,976 menandai bahwa 97,6% ketimpangan distribusi 
pendapatan diindonesia dijelaskan dari variabel pertumbuhan ekonomi. Variabel 
pertumbuhan ekonomi sektoral yang berpengaruh positif dan signifikan ialah 
sektor pertanian, pertambangan, bangunan, keuangan, dan jasa-jasa.  
penelitian  lain yang dilakukan oleh Ikhsan et al., (2019)  mengenai 
“Analisis pengaruh sektor pertanian, sektor pertambangan, dan sektor industri 
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan diindonesia” menunjukkan hasil 
bahwa Tidak terdapat hubungan negative dan tidak signifikan antara Pendapatan 
sektor pertambangan dan ketimpangan distribusi pendapatan artinya setiap 
peningkatan yang terjadi pada pendapatan sektor pertambangan tidak berpengaruh 
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syamsir & Rahman, (2018) 
melakukan penelitian mengenai  “Menelusur Ketimpangan Distribusi Pendapatan 





jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan 
antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 
Penelitian lain yang dilakukan oleh Hakim, (2013)yang melakukan studi 
mengenai “Analisis pengaruh total populasi, inflasi, IPM, dan corruption 
perception index (CPI) terhadap ketimpangan pendapatan pada tahun 2010 – 2015 
(studi kasus 5 negara berkembang asean)” dari hasil penelitian yang dilakukan 
menunjukkan hasil Hasil penelitian menunjukkan total populasi berpengaruh 
positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, inflasi memiliki 
pengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif signifikan terhadap 
ketimpangan pendapatan, dan Corruption Perception Index (CPI) berpengaruh 
negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di kelima negara yang 
diteliti. 
Penelitian yang dilakukan olehZulkifli, (2016) yang melakukan studi 
mengenai “Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR),dan Kontribusi Sektor 
Industri terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan” 
menunjukkan hasil bahwa Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh negatif 
tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
Penelitian yang dilakukan olehLuh & Yuni, (2015) yang melakukan studi 
mengenai “analisis pengaruh jumlah penduduk yang bekerja dan investasi 
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi 
kabupaten/kota di provinsi bali menunjukkan hasil bahwa Jumlah penduduk yang 





ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
ketimpangan distribusi pendapatan. Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja 
dan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi 
pendapatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel mediasi dalam pengaruh 
tidak langsung jumlah penduduk yang bekerja dan investasi terhadap ketimpangan 
distribusi pendapatan.  
Penelitian yang dilakukan olehDamanik et al., (2018) yang melakukan studi 
mengenai “Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui 
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi” menunjukkan hasil bahwa Secara 
simultan jumlah penduduk yang bekerja, investasi dan pertumbuhan ekonomi 
berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi. 
Secara parsial jumlah penduduk yang bekerja berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi, sedangkan investasi dan 
pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan. Besarnya pengaruh tidak 
langsung jumlah penduduk yang bekerja terhadap ketimpangan pendapatan 
melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi dan pengaruh tidak langsung 
investasi terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di 
Provinsi Jambi tidak bisa dhitung nilainya, dikarenakan tidak signifikannya 
pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi 
Jambi. 
Penelitian yang telah dilakukan oleh ketujuh peneliti telah memaparkan 
faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan distribusi 
Pendapatan di suatu daerah. Dalam penelitian ini penulis akan mengembangkan 





yang diteliti sebelumnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan 
distribusi pendapatan di Luwu Timur  Provinsi Sulawesi Selatan.  
Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 
No Nama Judul Hasil 
1. Ratnasari,L(2017) Pengaruh Pertumbuhan 
Ekonomi Terhadap 
Ketimpangan Distribusi 
Pendapatan Diindonesia  
Pertumbuhan ekonomi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap 
ketimpangan distribusi pendapatan, 
dengan nilai sebesar 0,976 menandai 
bahwa 97,6% ketimpangan distribusi 
pendapatan diindonesia dijelaskan dari 
variabel pertumbuhan ekonomi. 
Variabel pertumbuhan ekonomi 
sektoral yang berpengaruh positif dan 
signifikan ialah sektor pertanian, 
pertambangan, bangunan, keuangan, 
dan jasa-jasa 
2 Ahmad Khsanatul 
Ikhsan, Ariusni, 
dan Dewi Zaini 
Putri (2019) 
Analisis pengaruh sektor 
pertanian, sektor 




(1) Pendapatan Sektor Pertanian 
berpengaruh Negatif dan signifikan 
terhadap Ketimpangan Distribusi 
Pendapatan diindonesia, (2) 
Pendapatan Sektor Pertambangan 
tidak signifikan terhadap Ketimpangan 
Distribusi Pendapatan diindonesia (3) 
Pendapatan Sektor Industri tidak 
signifikan terhadap Ketimpangan 
Distribusi Pendapatan diindonesia 





Kabupaten dan Kota di 
Provinsi Sulawesi selatan  
Variabel desentralisasi fiskal, 
aglomerasi, tingkat pengangguran 
terbuka, Indeks Pembangunan 
Manusia, dan jumlah penduduk, secara 
simultan berpengaruh terhadap 
disparitas distribusi pendapatan antar 
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 
Selatan. Desentralisasi fiskal dan 
aglomerasi tidak berpengaruh 
signifikan, sedangkan tingkat 





Pembangunan Manusia dan jumlah 
penduduk berpengaruh signifikan 
terhadap disparitas distribusi 
pendapatan antar kabupaten/kota di 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
4 Faikar Zakky 
Hakim (2018) 
Analisis pengaruh total 
populasi, inflasi, IPM, 
dan corruption 
perception index (CPI) 
terhadap ketimpangan 
pendapatan pada tahun 
2010 – 2015 (studi kasus 
5 negara berkembang 
asean)  
Total populasi berpengaruh positif 
namun tidak signifikan terhadap 
ketimpangan pendapatan, inflasi 
memiliki pengaruh positif signifikan 
terhadap ketimpangan pendapatan, 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
berpengaruh negatif signifikan 
terhadap ketimpangan pendapatan, dan 
Corruption Perception Index (CPI) 
berpengaruh negatif signifikan 
terhadap ketimpangan pendapatan di 
kelima negara yang diteliti. 
5 Zulkifli (2016) Pengaruh Upah 
Minimum Regional 
(UMR),dan Kontribusi 
Sektor Industri terhadap 
ketimpangan distribusi 
pendapatan di Sulawesi 
Selatan  
1). Upah Minimum Regional (UMR) 
berpengaruh negatif tetapi tidak 
signifikan terhadap ketimpangan 
distribusi pendapatan Provinsi 
Sulawesi Selatan. 2). Kontribusi 
sektor industri terhadap PDRB 
berpengaruh Negatif dan signifikan 
terhadap ketimpangan distribusi 
pendapatan Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
6 Ni Luh Putu Yuni 
Adipuryanti & I 
Ketut Sudibia 
(2015) 
analisis pengaruh jumlah 
penduduk yang bekerja 





provinsi bali  
Jumlah penduduk yang bekerja dan 
investasi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 
berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap ketimpangan distribusi 
pendapatan. Sementara itu, jumlah 
penduduk yang bekerja dan investasi 
tidak berpengaruh signifikan 
terhadap ketimpangan distribusi 
pendapatan. Pertumbuhan ekonomi 






2.4 Kerangka Pikir  
Masalah distribusi pendapatan merupakan bagian yang terpenting dalam 
mengukur pembangunan ekonomi, alasannya karena dengan naiknya distribusi 
pendapatan maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai 
dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sukirno (2000) bahwa pembangunan 
ekonomi adalah merupakan proses yang menyebabkan pendapatan per kapita 
masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Namun permasalahan yang 
dihadapi saat ini menunjukkan bahwa dalam distribusi pendapatan yang terjadi, 
pengaruh tidak langsung jumlah 
penduduk yang bekerja dan investasi 
terhadap ketimpangan distribusi 
pendapatan 
7 Anggiat Mugabe 
Damanik  Zulgani 





ekonomi di Provinsi 
Jambi  
Secara simultan jumlah penduduk 
yang bekerja, investasi dan 
pertumbuhan ekonomi berpengaruh 
signifikan terhadap ketimpangan 
pendapatan di Provinsi Jambi. Secara 
parsial jumlah penduduk yang bekerja 
berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap ketimpangan pendapatan di 
Provinsi Jambi, sedangkan investasi 
dan pertumbuhan ekonomi tidak 
berpengaruh signifikan. Besarnya 
pengaruh tidak langsung jumlah 
penduduk yang bekerja terhadap 
ketimpangan pendapatan melalui 
pertumbuhan ekonomi di Provinsi 
Jambi dan pengaruh tidak langsung 
investasi terhadap ketimpangan 
pendapatan melalui pertumbuhan 
ekonomi di Provinsi Jambi tidak bisa 
dhitung nilainya, dikarenakan tidak 
signifikannya pengaruh pertumbuhan 
ekonomi terhadap ketimpangan 





bahwa hanya 20% penduduk yang memiliki distribusi pendapatan yang tinggi, 
sedangkan 80% bagi penduduk menengh ke bawah. 
Pertumbuhan penduduk yang cepat diperkirakan dapat menurunkan 
pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan penduduk mempunyai pengaruh yang 
signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari penelitian Kelley dan 
Schmidt (1995), pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dapat mengurangi 
pertumbuhan ekonomi. 
Penelitian yang dilakukan olehZulkifli, (2016) menunjukkan hasil bahwa 
Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan 
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, 
dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Sari et al., (2015)menunjukkan hasil 
yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasilnya menunjukkan bahwa 
kedua variabel dalam penelitian ini secara signifikan memiliki hubungan yang 
positip, yang atinya peningkatan upah minimum akan menaikkan angka 
kesenjangan pendapatan  atau memperbesar kesenjangan pendapatan. 
Dari permasalahan yang ada, kemudian akan diimplementasikan sehingga 
selanjutnya dapat ditentukan kebijakan-kebijakan yang akan digunakan untuk 
mengatasi ketimpngan distribusi pendapatan  yang tinggi serta kebijakan tentang 


























2.5 Hipotesis  
Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya, atau 
merupakan suatu jawaban sementara atas pernyataan penelitian. Hipotesis dalam 
penelitian kuantitatif dapat berupa hipotesis satu variabel dan hipotesis dua atau 
lebih variabel yang di kenal sebagai hipotesis kausal (Prasetyo & Lina, 2010). 
Hipotesis adalah jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk 
menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya 
masih harus diuji secara impiris. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan 
yang mungkin benar atau salah. 
Berdasarkan rumusan masalah, maka akan disajikan beberapa hipotesis 
penelitian yaitu sebagai berikut :  
1. Diduga bahwa penduduk berpengaruh positif signifikan secara langsung 













berpengaruh negatif signifikan secara tidak langsung terhadap ketimpangan 
distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. 
2. Diduga bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh positif 
signifikan secara langsung terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan 
pertumbuhan ekonomi, serta berpengaruh negatif signifikan secara tidak 
langsung terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan pertumbuhan 
ekonomi. 
3. Diduga bahwa kontribusi sektor pertambangan berpengaruh positif signifikan 
secara langsung terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan pertumbuhan 
ekonomi, serta berpengaruh negatif signifikan secara tidak langsung terhadap 








A.Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis data yang digunakan adalah data yang bersifat kuantitatif. Penelitian 
kuantitatif adalah suatu jenis penelitian yang pada dasarnya menggunakan 
pendekatan dedukatif-indukatif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, 
gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasrkan pengalamannya, 
kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta 
pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran atau penilaian dalam 
bentuk dukungan data empiris di lapangan. Dikatakan kuantitatif karena penelitian ini 
bertujuan untuk mengembangkan serta menggunakan model-model matematis, teori-
teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena. 
2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian yang diambil adalah Kabupaten Luwu Timur. Lembaga 
pengumpul data antara lain, Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, literatur-
literatur serta informasi-informasi tertulis baik yang berasal dari instansi terkait 
maupun internet yang berhubungan dengan topik yang diteliti untuk memperoleh data 
sekunder. Waktu penelitian dilaksanakan di bulan Mei-Juli 2021. 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder yang 





adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya, yaitu 
dengan melihat dokumen atau laporan yang memang sudah tersedia dari suatu 
sumber tertentu. 
2. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang berasal 
dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur, BPS Provinsi Sulawesi 
Selatam, serta dari sumber-sumber lain yang dapat mendukung penelitian ini 
seperti internet dan studi kepustakaan. 
C. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan 
data dengan prosedur standar. Dalam penelitian ini data diperoleh dengan 
menggunakan metode:  
1. Studi literature, yaitu dengan mempelajari teori-teori yang ada atau 
literatureliteratur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang 
diteliti baik dari buku, karya ilmiah, artikel, jurnal, atau bacaan lainnya yang 
berhubungan penelitian yang dilakukan. 
2. Observasi, yaitu penelitian yang dilakukan langsung ditempat terkait yang 
menyediakan data-data konkrit yang berkaitan dengan penelitian guna 
dijadikan sebagai bahan penulisan. 
D.Metode Analisis. 
Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan 
perhitungan statistik. Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini 





menggunakan metode analisis regresi linier dengan analisis jalur dan uji asumsi 
klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji 
autokorelasi). 
Pengujian dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi linier dengan 
analisis jalur. Analisis jalur (Path Analysis) merupakan pengembangan analisis 
multi regresi, sehingga analisis regresi dapat dikatakan sebagai bentuk khusus dari 
analisis jalur. Analisis jalur (Path Analysis) merupakan perluasan dari analisis 
regresi linear berganda,atau analisis jalur adalah perluasan analisis regresi 
untukmenaksir hubungan kualitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya 
berdasarkan teori (Ghozali, 2011). Analisis regresi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah : 
Y1 =  f (X1,X2,X3) ......................................................................................... 3.1 
Y2 = f (X1, X2,X3,Y1) ................................................................................... 3.2 
Dimana : 
𝒀𝟏= Pertumbuhanekonomi 
𝒀𝟐= Ketimpangan distribusipendapatan 
𝑿𝟏=Jumlah penduduk 
𝑿𝟐 = UMK 
𝑿𝟑= Kontribusi sektor Pertambangan 
Hubungan fungsional tersebut dapat ditulis dalam suatu persamaan non linear 
sebagai berikut : 
Y1 = 𝛃𝟎 + 𝛃1X1 + 𝛃2X2 + 𝛃3X3 + 𝛍1.............................................................. 3.3 
Y2 = 𝛂𝟎 + 𝛂1X1 + 𝛂2X2 + 𝛂3X3 + 𝛂4Y1 +  𝛍2  ................................................ 3.4 
Persamaan non linear di atas untuk selanjutnya dilinearkan dengan logaritma 





Y1 = Logβ0 + 𝜷1X1 + 𝜷2LogX2 + 𝜷3X3 + 𝝁1  ............................................. 3.5 
Y2 = Logα0 + α1X1 + α2LogX2 + α3X3 +α4Y1+µ2 .......................................... 3.6 
Untuk mengistemasi persamaan di atas, tidak dapatdilakukan dengan OLS 
(Ordinary Least Square) sebelum dilakukan regresi koefisien dengan memutar 
semua variabel X kesebelah kiri dan variabel Y kesebelah kanan, sebagai berikut: 
Dimana:  
β0 = Konstanta untuk Y1 
α0 = Konstanta untuk Y2 
Y1 = Logβ0+ β1X1 + β2LogX2 + β3X3 + µ1 + α4Y1  ...................................... 3.7 
Dari persamaan persamaan yang telah dijabarkan sebelumnya maka dapat ditulis 
ulang persamaan reduced form sebagai berikut : 
Y1 = Logβ0 + β1X1 + β2LogX2 +β3X3 + µ1 .................................................... 3.8 
Y2 =Logα0 + α1X1 + α2LogX2 + α3X3 + α4Y1 + 
Logα5 (Lnβ0 + β1X1 + β2LogX2 + β3X3 + µ2) .................................... 3.9 
Y2 = Logα0 + (α1 + α4β1)X1 + (α2 + α4Logβ2)X2 + (α3 + α4β3)X3 +  
(α4 + α4β4)Y1 + α4Logβ0 + α4Logβ2 +µ2 ........................................ 3.10 
a. Pengaruh Langsung (Direct effect) 
β1 =Pengaruh Jumlah penduduk (X1) terhadap Pertumbuhanekonomi (Y1) 
β2=Pengaruh UMK (X2) terhadap Pertumbuhanekonomi (Y1)  
β3 =Pengaruh Sektor pertambangan (X3) terhadap Pertumbuhanekonomi ( Y1)  
α1 = Pengaruh Jumlah penduduk (X1) terhadap Ketimpangan distribusipendapatan 
(Y2)  





α3 = Pengaruh Sektor pertambagan (X3) Ketimpangan distribusipendapatan (Y2)  
α4 = Pertumbuhanekonomi (Y1) terhadap Ketimpangan distribusipendapatan (Y2)  
b. Pengaruh Tidak Langsung (Indirect effect)  
α1β1 =Pengaruh Jumlah penduduk (X1) terhadap Ketimpangan 
distribusipendapatan (Y2)melalui Pertumbuhanekonomi(Y1)  
α4β2 =Pengaruh UMK (X2) terhadap Ketimpangan distribusipendapatan 
(Y2)melalui Pertumbuhanekonomi (Y1)  
α4β3 =Pengaruh Sektor Pertambangan (X3) terhadap Ketimpangan 
distribusipendapatan (Y2) melalui Pertumbuhanekonomi (Y1)  
c. Total pengaruh (Total effect)  
(α1 + α4β1) = Total pengaruh Jumlah penduduk (X1) terhadap Ketimpangan 
distribusipendapatan (Y2)  
(α2 + α4β2)= Total pengaruh UMK (X2) terhadapKetimpangan distribusipendapatan 
(Y2)  
(α3 + α4β3)= Total pengaruh Sektor Pertambagan (X3) terhadap Ketimpangan 
distribusipendapatan (Y2) 
E. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model regresi yang 
digunakan dalam penelitian ini layak atau tidak untuk digunakan atau dengan kata 
lain apakah data sudah berdistribusi dengan normal, dan tidak adanya masalah 
multikolinearitas,heteroskedastisitas, dan autokorelasi.Uji asumsi klasik 
merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi dalam analisis regresi. Uji 





jika digunakan untuk memprediksi Berikut empat asumsi klasik yang harus 
dipenuhi diantaranya: 
1) Uji Normalitas  
Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 
regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau 
tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 
mendekati normal dengan bentuk lonceng (bell shaped) yang berarti data tersebut 
tidak menceng kekanan maupun kekiri. Dalam uji t dan F mengasumsikan nilai 
residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi maka hasil 
uji statistik menjadi tidak valid khususnya untuk sampel berukuran kecil. 
Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji Jarque-Bera (JB). Dasar 
pengembalian keputusan dalam uji JB adalah sebagai berikut: 
a. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 atau 5 persen maka 
data terdistribusi secara normal. 
b. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05 atau 5 persen maka 
data tidak terdistribusi normal. 
2) Uji Multikolonieritas  
Menurut Christianus, (2010)multikolinearitas berarti adanya hubungan 
linier yang sempurna atau pasti diantara atau semua variabel independen dari 
model regresi. Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi 
ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari output pada 
matrik korelasi antar variabel independen jika nilai yang dihasilkan < 0,90 maka 





nilai > 0,90 maka terjadi multikolinearitas, sehingga diharuskan untuk menghapus 
salah satu dari variabel yang memiliki nilai diatas ambang yang telah ditentukan 
yaitu 0,90.(Ghozali & Ratmono, 2013) 
3) Uji Heterokedastisitas  
Uji heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 
Jika varians dari residual satu ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 
homokedasitas dan jika berbeda disebut heteroskedasitas.Modelregresi yang baik 
adalah yang homoskedasitas atau yang tidak terjadi heteroskedasitas. 
Heterokedastisitas terjadi dikarenakan perubahan situasi yang tidak tergambarkan 
dalam spesifikasi model regresi, seperti perubahan struktur ekonomi dan 
kebijakan pemerintah sehingga terjadi perubahan tingkat keakuratan data. 
(Pratisto, 2004) 
Ada dua cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu 
metode grafik dan metode uji statistik. Dalam uji heteroskedastisitas ini peneliti 
lebih cenderung untuk menggunakan metode uji statistik yaitu dengan Uji Glejser. 
Pengujian ini dilakukan untuk memperoleh nilai probabilitas Obs*R-squared. Jika 
nilai probabilitas signifikansinya diatas 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi 
heteroskedastisitas, sebaliknya jika nilai probabilitas signifikansinya dibawah 0,05 
maka dapat disimpulkan terjadi masalah heteroskedastisitas. 
4) Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu 





problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena ada observasi yang berurutan 
sepanjang waktu berkaitan satu sama lainya. Masalah ini timbul karena residual 
(kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainya. Hal 
ini sering ditemukan pada data runtut waktu (times series).  
Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi 
autokorelasi. Dalam penelitian ini uji autokorelasi menggunakan uji Bruesch 
Godfrey atau biasa disebut juga dengan uji Lagrange Multiplier (LM test). Dasar 
pengambilan keputusan uji autokorelasi adalah sebagai berikut : 
1) Jika nilai signifikan ≥ 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi.  
2) Jika nilai signifikan < 0,05 maka terjadi autokorelasi. 
F.Uji Hipotesis  
Uji hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian dimana telah nyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.Dalam 
penelitian ini menggunakan hipotesis asosiatif untuk hubungan atau sumbangan 
variabel jumlah penduduk, upah minimum kabupaten dan sektor pertambangan 
terhadap pertumbuhan dan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Luwu Timur. 
1. Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t)  
Uji t digunakan mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap 
variabel terikat secara parsial. Untuk melihat pengaruh masing-masing variabel 
bebas terhadap variabel terikat maka dapat dilihat taraf sig penelitian dan 
dibandingkan dengan taraf α 0,05 dengan kriteria sebagai berikut:  
1) Apabila α < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya variabel bebas 





2) Apabila α > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya variabel bebas 
tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 
2. Uji Signifikan Simultan (Uji statistik F)  
UjiF statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersamasama 
dari variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau 
variabel terikat.Kriteria pengujian hipotesis yaitu:  
1) Apabila α < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya ada pengaruh 
antara variabel bebas dan variabel terikat secara simultan.  
2) Apabila α > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya tidak ada 
pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat secara simultan. berarti 
minimal ada satu variabel independen atau variabel bebas yang berpengaruh 
nyata atau signifikan terhadap variabel dependen atau variabel terikat. 
3. Uji Koefisien Determinan (R2) 
Koefisien Determinasi merupakan besaran yang menunjukkan besarnya 
variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. 
Dengan kata lain, koefisien Determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa 
jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya. 
G. Definisi Variabel Operasional  
Devinisi operasional dari masing-masing variable :  
1. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat ekonomi yang dicapai 
olehkabupaten Luwu Timur, parameter yang diukur yaitu dari perubahan 





2. Ketimpangan distribusi pendapatan adalah ketidakmerataan pendapatan di 
kabupaten Luwu Timur yang di ukur dengan indeks gini atau ratio gini selama 
tahun 2006 s/d 2020. 
3. Jumlah penduduk adalah persentase jumlah penduduk usia produktif yang 
berdomisili di kabupaten Luwu Timurselama tahun 2006 s/d 2020 diukur dalam 
persen.  
4. Upah minimum Kabupaten (UMK) adalah upah minimum yang ditetapkan 
oleh pemerintah kabupaten Luwu Timur untuk tenaga kerja dari tahun 2006 s/d 
2020 yang diukur dalam rupiah. 
5.  Kontribusi sektor pertambangan adalah perbandingan nilai PDRB sektor 
pertambangan dengan PDRB atas dasar harga konstan di kabupaten Luwu 






BAB IV  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil penelitian 
1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur  
a) Kondisi Geografis 
Secara geografis Kabupaten Luwu Timur terletak di sebelah selatan 
katulistiwa. Tepatnya di antara 2o03'00" - 3o03'25" Lintang Selatan dan 
119o28'56" - 121o47'27" Bujur Timur, dengan luas wilayah 6,944.88 km2. Sekitar 
11,14 persen Kabupaten Luwu Timurmerupakan luas wilayah Kabupaten Luwu 
Timur.  
 Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten paling timur di Propinsi 
Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Timur yang beribukota di Malili, secara 
administrasi dibagi menjadi 11 kecamatan yaitu Kecamatan Burau, Wotu, 
Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, 
Mangkutana dan Kalaena. Di Kabupaten Luwu Timur terdapat 14 sungai. Sungai 
terpanjang adalah Sungai Kalaena dengan panjang 85 km. Selain itu, di 
Kabupaten Luwu Timur juga terdapat lima danau. Kelima danau tersebut antara 
lain danau Matano, Mahalona, Tarapang Masapi dan danau Lontoa.  
Batas-batas administrasi Kabupaten Luwu Timur: 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah 
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone 
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara  





Kondisi datar sampai landai terdapat pada semua wilayah kecamatan dengan 
yang terluas di Kecamatan Angkona, Burau, Wotu, Malili dan Mangkutana. 
Sedangkan kondisi bergelombang dan bergunung yang terluas di Kecamatan 
Nuha, Mangkutana dan Towuti. Berdasarkan ketinggiannya, wilayah Kabupaten 
Luwu Timur diklasifikasikan ke dalam tujuh kategori ketinggian dimana luas 
tiaptiap ketinggian tersebut yakni dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.1 










1 0-300 1.546,18 22,26 
2 300-500 2.032,10 29,26 
3 500-1.000 1.844,47 26,56 
4 1.000-1.500 893,92 12,87 
5 1.500-2.000 476,25 6,86 
6 2.000-2.500 103,36 1,49 
7 >2.500 48,59 0,70 
 JUMLAH 6.944,88 100,00 
Sumber: Peta Topologi Kabupaten Luwu Timur 2020 
 
Kondisi topografi mempengaruhi aspek pemanfaatan lahan di Kabupaten 
Luwu Timur. Sebagian besar wilayah Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah 
yang bertopografi pegunungan dan beberapa tempat yang merupakan daerah 
pedataran hingga rawarawa 
b) Keadaan Penduduk  
Penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 
sebanyak 296.741 jiwa dengan rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap 
penduduk perempuan sebesar 106. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk 





dengan hasil Sensus Penduduk 2010, penduduk Luwu Timur mengalami 
pertumbuhan sebanyak 52.932 atau sebesar 1,95 persen. Kepadatan penduduk di 
Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 mencapai 43 jiwa/km2, atau naik dibanding 
2010 sebesar 35 jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di kecamatan cukup beragam 
dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Tomoni Timur 
dengan kepadatan sebesar 308 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Mangkutana 
dan Wasuponda sebesar 17 jiwa/km2.  
Tabel 4.2 
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan 









1 Burau  40.670 140 
2 Wotu  32.292 234 
3 Tomoni  29.642 113 
4 Tomoni timur 12.760 282 
5 Angkona 25.102 161 
6 Malili  39.282 39 
7 Towuti  30.470 16 
8 Nuha  28.847 30 
9 Wasponda  29.669 19 
10 Mangkutana  24.985 17 
11 Kalaena  11.688 268 
 Total  305.407 40 
Sumber : BPS Luwu Timur dalam angka tahun 2020 
 
c) Pendidikan  
Dalam ilmu penataan ruang, sarana pendidikan berperan dalam peningkatan 
kualitas sumber daya manusia untuk mengendalikan dan mengatur tata letak serta 





mewujudkan masyarakat yang terampil dan berintegritas. Di kabupaten Luwu 
Timur, sarana pendidikan tersebar di seluruh kecamatan dengan jenjang 
pendidikan yang beragam. Jumlah sarana pendidikan jenjang TK yakni berjumlah 
155 unit, SD 171 unit, dan 54 unit sarana pendidikan jenjang SMP serta jenjang 
SMA 31 unit. Tabel berikut menguraikan sarana pendidikan berdasarkan jenjang 
pendidikan dan pembagian administratif kecamatan di Kabupaten Luwu Timur. 
Tabel 4.3 





TK SD SMP SMA 
1 Burau  26 19 7 3 55 
2 Wotu  19 22 6 3 50 
3 Tomoni  16 14 2 2 34 
4 Tomoni Timur 11 12 1 1 25 
5 Angkona  15 16 5 3 39 
6 Malili  21 22 7 5 55 
7 Towuti  12 20 8 3 43 
8 Nuha  7 10 6 4 27 
9 Wasuponda  7 12 4 2 25 
10 Mangkutana  14 16 5 4 39 
11 Kalaena  7 8 3 1 19 
 Jumlah  155 171 54 31 411 
Sumber : BPS Luwu Timur dalam angka tahun 2020 
 
d) Kondisi Ekonomi 
Nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur atas dasar dasar harga berlaku pada 
tahun 2020 mencapai 21,5 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini 
mengalami kenaikan sebesar 535,6 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 
2019 yang mencapai 21 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh 





harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 16,02 triliun 
rupiah pada tahun 2019 menjadi 16,26 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini 
menunjukkan selama tahun 2020 Kabupaten Luwu Timur mengalami 
pertumbuhan ekonomi sekitar 1,46 persen, lebih cepat dibandingkan tahun 
sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi 
di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. 
Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur pada 
tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, yaitu 
mencapai 44,95 persen (angka ini menurun dari 48,98 persen di tahun 2016). 
Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 
23,86 persen (angka ini meningkat dari 23,90 persen di tahun 2016). Selanjutnya 
lapangan usaha Konstruksi sebesar 10,54 persen (naik dari 8,71 persen di tahun 
2016), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi 
Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 4,10 persen (naik dari 3,59 persen di tahun 
2016). Berikutnya lapangan usaha Pertambangan Pengolahan sebesar 3,67 persen 
(naik dari 3,58 persen di tahun 2016).  
2. Statistik Deskriptif Karakteristik Variable 
a) Pertumbuhan Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB (atas dasar 
harga konstan) yang berhasil diciptakan pada tahun tertentu dibandingkan dengan 
nilai tahun sebelumnya. Penggunaan atas dasar harga berlaku ini dimaksudkan 
untuk menghindari pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur 





ekonomi baik nasional maupun regional dihitung dengan menggunakan harga 
konstan tahun 2000 sebagai tahun dasar. 
Selama periode 2006-2010, perekonomian Luwu timur berkontraksi cukup 
parah. Tepatnya, tahun 2008 mengalami penurunan hingga -4,04. Walaupun 
begitu pada tahun 2009-2010 kabupaten luwu timur unggul dalam pertumbuhan 
ekonomi dan saat itu berada di posisi pertama dengan tingkat pertumbuhan 
ekonomi se-Sulawesi selatan. 
Tabel 4.4 
Persentase Pertumbuhan Ekonomi  
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006-2020 
 















Sumber : BPS Luwu Timur dalam angka tahun 2020 
Namun, hal itu tak bertahan lama pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi 
di kabupaten luwu timur merosot jauh di bandingkan tahun sebelumnya, tahun 





ekonomit tahun 2012-2020 kabupaten Luwu Timur mengalami pertumbuhan yang 
signifikan dan hanya bisa tumbuh di rata-rata 1% saja. 
b) Indeks gini 
Tabel 4.5 
Perseentase Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur 
Tahun 2006-2020 
 
















Sumber : BPS Luwu Timur dalam angka tahun 2020 
Berdasarkan data yang diperoleh indeks gini untuk Kabupaten Luwu 
Timur dari tahun 2006 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada table. yang 
menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan sudah mendekati batas 
ketimpangan untuk distribusi pendapatan sedang (antara 0,3 – 0,4) itu dapat 
dilihat dari ketimpangan gini ratio Kabupaten Luwu Timur pada 2011-2017 
dengan indeks Gini pada waktu itu rata-rata sebesar 0,4 . namun setelah periode 
tahun 2018-2019 indeks gini mulai mendekati angka 0,3 hingga tahun 2020 angka 





Jika dilihat dari table indeks gini unruk Kabupaten Luwu Timur, terlihat 
bahwa indeks Gini Kabupaten Luwu Timur dari tahun ke tahun semakin memiliki 
trend menaik. Hal ini tentu saja mengkhawatirkan karena disaat PDRB Perkapita 
Kabupaten Luwu Timur sedang naik namun distribusi pendapatan yang terjadi di 
masyarakat malah semakin kurang merata.  
c) Penduduk  
Tabel 4.6 
Persentase Usia Produktif Kabupaten Luwu Timur 
 Tahun 2006-2020 
 
Tahun 

















Sumber : BPS Luwu Timur dalam angka tahun 2020 
Penduduk usia kerja dapat dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan 
kegiatannya, yaitu penduduk yang tercakup sebagai angkatan kerja dan penduduk 
bukan sebagai angkatan kerja. Kategori angkatan kerja mencakup penduduk usia 





mencari pekerjaan. Selanjutnya, penduduk usia kerja yang tidak melakukan 
kegiatan ekonomi tercakup dalam kategori bukan angkatan kerja, yaitu mereka 
yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan melakukan kegiatan lain. Dalam 
tulisan ini, yang dimaksud dengan penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 
tahun ke atas.  
d) Upah Minimum 
Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para 
pengusaha atau pelaku pertambangan untuk memberikan upah kepada pegawai, 
karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya.  
Tabel 4.7 
Kondisi Upah Minimum Kabupaten Luwu Timur 
 Tahun 2006-2020 
 
Tahun 




2006 612.000  
2007 673.000 61.000 
2008 740.520 67.520 
2009 960.000 240.480 
2010 1.050.000 90.000 
2011 1.155.000 105.000 
2012 1.260.000 105.000 
2013 1.483.000 223.000 
2014 1.890.000 407.000 
2015 2.000.000 110.000 
2016 2.280.000 280.000 
2017 2.468.100 188.100 
2018 2.647.767 179.667 
2019 2.898.522 250.755 
2020 3.145.186 246.664 
Sumber: Dinas katenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur 2020 
Upah mempunyai kedudukan yang strategis bagi tenaga kerja itu sendiri, 





tampaknya telah menjadi alat yang efektif dari pemerintah untuk mengontrol 
buruh. Bagi tenaga kerja itu sendiri upah digunakan untuk menghidupi kebutuhan 
hidupnya dan keluarganya, sedangkan bagi perusahaan upah salah satu sumber 
biaya dalam menentukan dan mempengaruhi produksitotal perusahaan itu sendiri 
dan harga dari output suatu barang, sedangkan bagi perusahaan upah di gunakan 
untuk pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.  
Upah minimum pada kabupaten luwu timur menunjukan peningkatan 
seiring dengan meningkatnya laju inflasi di Kabupaten Luwu Timur. UMK 
Kabupaten luwu timur pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.898.522 dan naik pada 
tahun 2020 sebesar Rp. 3.103.800. 
e) Kontribusi Sektor Pertambangan 
Sektor pertambangan merupakan sektor yang juga sangat berperan dalam 
pembangunan ekonomi karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sektor 
pertambangan juga memegang peranan penting sebagai faktor produktif dalam 
memaksimumkan pembangunan. Perkembangan sektor pertambangan tidak hanya 
ditandai dari perkembangan volume produksi, melainkan juga oleh makin 
beranekaragamnya jenis produk yang dihasilkan serta mutu yang semakin 
meningkat. Sektor pertambangan juga berperan dalam meningkatkan lapangan 
pekerjaan yang luas sehingga mengkasilkan pendapatan bagi masyarakat. Di 
kabupaten luwu timur dalam 10 tahun terakhir ini sektor pertambangan telah 
mengalami perkembangan yang relatif menurun. Hal ini terlihat dari semakin 
menurunya sumbangan sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Regional 





Tabel 4.4 menyajikan pertumbuhan sektor pertambangan Luwu Timur selama 
periode tahun 2006 – 2020 
Tabel 4.8 
Persentae Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB 
Kabupaten Luwu Timur 
 Tahun 2006-2020 
 
Tahun 
Kontribusi Sektor Pertambangan 

















Sumber : BPS Luwu Timur dalam angka tahun 2020 
3. Hasil Pengolahan Data  
a) Uji Asumsi Klasik  
Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari 
penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat 
yang harus dipenuhi diantaranya adalah data tersebut harus terdistribusikan secara 
normal, tidak mengandung multikoloniaritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. 
Oleh karena itu sebelum melakukan pengujian linier berganda perlu dilakukan 
pengujian asumsi klasik terlebih dahulu (Ghozali & Ratmono, 2013), yaitu: 





Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji Jarque-Bera (JB). 
Dasar pengembalian keputusan dalam uji JB adalah apabila nilai signifikansi atau 
nilai probabilitas > 0,05 atau 5 persen maka data terdistribusi secara 
normal.sedangkan, apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05 atau 5 
persen maka data tidak terdistribusi normal. 
Tabel 4.9 
 Hasil Uji Normalitas 
Jarque-Berra Probability 
0.271994 0.872845 
Sumber: Output Eviews.10 data diolah, 2021 
Pada gambar 4.1 dapat dilihat hasil normalitas residual dari data yang 
digunakan dalam penelitian ini dengan melalui uji normalitas, maka diperoleh 
nilai probability sebesar 0.872845 (0.08) yang lebih besar dari 0.05. sehingga data 
yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. 
2) Uji Multikolinearitas 
Hasil uji multikolinearitas seperti pada tabel 4.8, dapat disimpulkan bahwa 
variabel populasi (X1), upah minimum (X2), kontribusi sektor pertambangan (X3), 
gini rasio (Y1), dan  pertumbuhan ekonomi (Y2) maka diperoleh nilai dari 
hubungan antara variabel bebas yang masing-masing kurang dari 0.9 maka tidak 
terdapat korelasi antara variabel bebas pada data dalam penelitian ini. 
Tabel 4.10 
 Hasil Uji Multikolinearitas 
 Y1 X1 X2 X3 Y2 
Y1  1.000000  0.178104 -0.029804  0.042836  0.212766 
X1  0.178104  1.000000  0.170107 -0.161344  0.364555 
X2 -0.029804  0.170107  1.000000 -0.475372  0.565633 
X3  0.042836 -0.161344 -0.475372  1.000000 -0.457580 
Y2  0.212766  0.364555  0.565633 -0.457580  1.000000 





3) Uji Heterokedastisitas  
Uji heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam  model regresi 
terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang 
lain. 
 Tabel 4.11  
Hasil Uji Heterokedastisitas 
  
Sumber: Output Eviews.10 data diolah, 2021 
Tabel 4.9 berdasarkan hasil uji Heteroskedastisitas, menunjukkan nilai 
signifikansi probability Chi-Square  > 0,05, maka hal ini menandakan bahwa 
tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi sehingga model tersebut 
layak digunakan. 
4) Uji Autokorelasi 
Penelitian ini uji autokorelasi menggunakan uji Bruesch Godfrey atau 
biasa disebut juga dengan uji Lagrange Multiplier (LM test). Dasar pengambilan 
keputusan uji autokorelasi adalah jika nilai signifikan ≥ 0,05 maka tidak terjadi 
autokorelasi. Sedangkan jika nilai signifikan < 0,05 maka terjadi autokorelasi. 
Tabel 4.12 
 Hasil Uji Autokorelitas 
 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 2.987471    Prob. F(2,9) 0.1011 
Obs*R-squared 5.984940    Prob. Chi-Square(2) 0.1093 
     
          
Sumber: Output Eviews.10 data diolah, 2021 
Heteroskedasticity Test: Glejser  
     
     F-statistic 2.687796    Prob. F(3,11) 0.0978 
Obs*R-squared 6.344666    Prob. Chi-Square(3) 0.0960 
     

















Tabel 4.10 berdasarkan hasil uji autokorelasi, menunjukkan nilai 
signifikansi probability Chi-Square > 0,05, maka hal ini menandakan bahwa tidak 
terjadi autokorelasi dalam model regresi. 
b) Analisis Jalur (Path Analysis) 
Berdasarkan hasil dari model analisis regresi, maka diperoleh hubungan 
antar variabel. Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 
dependen dalam sebuah model regresi dapat dilihat dari nilai-nilai koefisien dan 
tingkat signifikansi masing-masing dalam sebuah kerangka analisis berikut: 
 
Gambar 4.1 
Model Struktural Pengaruh Populasi, Upah Minimum Kabupaten, Sektor 














Berdasarkan model, struktural di atas, dapat di interpretasikan sebagai berikut:  
Model 1: Y = 1.762 + 0.120 X1 + 0,019 X2 + 0.180 X3 
Hasil persamaan regresi diatas dapat di interpretasikan sebagai berikut:  
1. Nilai koefisien β0 sebesar 1.762. Jika variabel populasi (X1), UMK  (X2), 
kontribusi sektor pertambangan (X3) tidak mengalami perubahan atau konstan, 
maka akan terjadi tingkat produksi (Y1) sebesar 1.762.  
2. Nilai koefisien β1 sebesar 0,120. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 
penambahan populasi (X1) maka akan meningkatkan tingkat produksi (Y1) 
sebesar 0,120 dengan asumsi bahwa vaiabel UMK (X2) dan kontribusi sektor 
pertambangan (X3) dianggap kostan. 
3.  Nilai koefisien β2 sebesar 0,019. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 
penambahan UMK (X2) maka akan meningkatkan tingkat produksi (Y1) sebesar 
0,019 dengan asumsi bahwa vaiabel populasi (X1) dan kontribusi sektor 
pertambangan (X3) dianggap kostan. 
4. Nilai koefisien β3 sebesar 0,180. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 
penambahan kontribusi sektor pertambangan (X3) maka akan meningkatkan 
tingkat produksi (Y1) sebesar 0,180 dengan asumsi bahwa vaiabel populasi (X1) 
dan UMK (X2) dianggap kostan. 
Model 2: Y = 1.902 + 0.282 X1 + 0,142 X2 + 0,019 X3 + 0,189 Y1 
Hasil persamaan regresi diatas dapat di interpretasikan sebagai berikut:  
1. Nilai koefisien α0 sebesar 1.902 Jika variabel populasi (X1) UMK (X2), 





mengalami perubahan atau konstan, maka akan terjadi peningkatan pada 
ketimpangan pendapatan (Y2) sebesar 1.902  
2. Nilai koefisien α1 sebesar 0.282. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 
peningkatan populasi (X1) maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan 
(Y2) sebesar 0.282 dengan asumsi bahwa variabel UMK (X2), kontribusi sektor 
pertambangan (X3) dan pertumbuhan ekonomi (Y1) dianggap konstan.  
3. Nilai koefisien α2 sebesar 0.142 Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 
peningkatan UMK (X2) maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan 
(Y2)  sebesar 0,142 dengan asumsi bahwa variabel populasi (X1), kontribusi 
sektor pertambangan (X3) dan pertumbuhan ekonomi (Y1) dianggap konstan.  
4. Nilai koefisien α3 sebesar 0,019. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 
peningkatan kontribusi sektor pertambangan (X3) maka akan meningkatkan 
meningkatkan ketimpangan pendapatan (Y2) sebesar 0,019 dengan asumsi 
bahwa variabel populasi (X1), UMK (X2), dan pertumbuhan ekonomi (Y1) 
dianggap konstan.  
5. Nilai koefisien α4 sebesar 0.189. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 
peningkatan ekonomi ketimpangan pendapatan (Y1) maka akan meningkatkan 
pertumbuhan (Y2) sebesar 0.189 dengan asumsi bahwa variabel populasi (X1), 






c) Uji Hipotesis 
1) Model 1 (Y1) 
Uji Simultan (Uji F) 
Uji simultan atau uji F merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui 
apakah variabel populasi, upah minimum kabupaten, dan kontribusi sektor 
pertambangan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika nilai Sig. < 0,05, artinya hipotesis diterima. 
Namun jika nilai Sig > 0,05 maka hipotesis ditolak. 
Tabel 4.13 
Hasil Uji Statistik F Model Y1 
 
R-squared 0.088864     Mean dependent var 0.844667 
Adjusted R-squared 0.223263     S.D. dependent var 0.632779 
S.E. of regression 0.229923     Durbin-Watson stat 0.130979 
Sum squared resid 4.277808   
F-statistic 3.748265   
Prob(F-statistic) 0.001644   
     
Sumber: Output Eviews.10 data diolah, 2021 
Pada Tabel 4.15 dapat dilihat hasil Uji signifikan simultan (uji statistik F), 
setelah dilakukan Uji signifikan simultan (uji statistik F), maka diperoleh nilai 
probability F-statistic sebesar  0.001644 yang lebih kecil dari 0.05, dan  nilai Fhitung 
adalah 3.748265 lebih besar dari Ftabel 3.36 artinya variabel independen secara 
simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 
Uji parsial (Uji t)  
Uji parsial atau uji t variabel independen populasi (X1), upah miimum 
kabupaten  (X2), dan kontribusi sektor pertambangan (X3) terhadap variabel 
dependen pertumbuhan ekonomi (Y1). Jika nilai Sig. < probabilitas 0,05 maka ada 





diterima. Namun sebaliknya, jika nilai Sig < probabilitas 0,05 maka tidak ada 
pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). 
Tabel 4.14 
Hasil Uji Statistik T Model Y1 
 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.761869 0.329528 -4.247341 0.0023 
X1 0.120355 0.597416 4.624541 0.0013*** 
X2 0.138528 0.137650 3.146839 0.0024*** 
X3 0.179606 0.159194 3.197947 0.0003*** 
     
     
Sumber: Output Eviews.10 data diolah, 2021 
Ket: *** = 1% 
 **   =  5% 
*     = 10% 
 
Berdasarkan Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa varibel populasi (X1) 
menunjukkan nilai signifikansi < α (0,013 < 0,05) dan nilai thitung 4.624541 lebih 
besar dari nilai ttabel 2.22814, berarti varibel populasi berpengaruh signifikan dan 
berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada taraf kepercayaan 
sebesar 1%. Dengan hasil tersebut maka hipotesis pertama diterima. 
Varibel upah minimum kabupaten (X2) menunjukkan nilai signifikansi < α 
(0,024 < 0,05) dan nilai thitung 3.146839 lebih besar dari nilai ttabel 2.22814, berarti 
varibel populasi berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi pada taraf kepercayaan sebesar 1%. Dengan hasil tersebut 
maka hipotesis kedua diterima.  
Varibel kontribusi sektor pertambangan (X3) menunjukkan nilai 
signifikansi < α (0,003 < 0,05) dan nilai thitung 3.197947 lebih besar dari nilai ttabel 





terhadap pertumbuhan ekonomi pada taraf kepercayaan sebesar 1%. Dengan hasil 
tersebut maka hipotesis ketiga juga diterima. 
Koefisien Determinasi (R2)   
Analisis koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Jika 
nilai R2 kecil atau mendekati nol, maka kemampuan variabel- variabel independen 
dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Namun jika nilai R2 
mendekati 1 itu berarti, variabel independen mampu memberikan hampir semua 
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.  
Tabel 4.15 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 
 
R-squared 0.888164     Mean dependent var 0.844667 
Adjusted R-squared 0.223263     S.D. dependent var 0.632779 
S.E. of regression 0.229923     Durbin-Watson stat 0.130979 
Prob(F-statistic) 0.001644   
     
Sumber: Output Eviews.10 data diolah, 2021 
Setelah dilakukan uji koefisien determinasi diperoleh hasil bahwa nilai R2 
sebesar 0.888164 (0.89), hal ini berarti 89% pertumbuhan ekonomi dapat 
dijelaskan oleh 3 variabel independen. Sedangkan sisanya 11% dijelaskan oleh 
variabel lain diluar model. 
2) Model 2 (Y2) 
Uji Simultan (Uji F) 
Uji simultan atau uji F merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui 
apakah variabel populasi, upah minimum kabupaten, kontribusi sektor 
pertambangan dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama mempunyai 





0,05, artinya hipotesis diterima. Namun jika nilai Sig > 0,05 maka hipotesis 
ditolak. 
Tabel 4.16 




Sumber: Output Eviews.10 data diolah, 2021 
Pada Tabel 4.14 dapat dilihat hasil Uji signifikan simultan (uji statistik F), 
setelah dilakukan Uji signifikan simultan (uji statistik F), maka diperoleh nilai 
probability F-statistic sebesar  0.042735 yang lebih kecil dari 0.05, dan  nilai Fhitung 
adalah 3.691321 lebih besar dari Ftabel 3.36 artinya variabel independen secara 
simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 
Uji parsial (Uji t) 
Uji parsial atau uji t variabel independen populasi (X1), upah miimum 
kabupaten  (X2), kontribusi sektor pertambangan (X3) dan  pertumbuhan ekonomi 
(Y1) terhadap variable dependen ketimpangan pendapatan (Y2).  Jika nilai Sig. < 
probabilitas 0,05 maka ada pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel 
dependen (Y) dan hipotesis diterima. Namun sebaliknya, jika nilai Sig < 
probabilitas 0,05 maka tidak ada pengaruh variabel independen (X) terhadap 





R-squared 0.896209     Mean dependent var 4048.667 
Adjusted R-squared 0.434692     S.D. dependent var 304.6043 
S.E. of regression 0.290227     Akaike info criterion 13.96672 
Sum squared resid 0.245138     Schwarz criterion 14.20274 
F-statistic 3.691321     Durbin-Watson stat 1.446896 
Prob(F-statistic) 0.042735    






Hasil uji statistik T Model Y2 
 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     C 1.902260 0.587526 -2.815143 0.0000 
X1 0.282107 0.246795 3.143084 0.0004*** 
X2 0.141872 0.058400 2.573683 0.0277*** 
X3 0.018836 0.219460 0.835182 0.0681* 
Y1 0.188685 0.011084 3.783583 0.0014*** 
     
Sumber: Output Eviews.10 data diolah, 2021 
Ket: *** = 1% 
 **   =  5% 
*     = 10% 
 
Berdasarkan Tabel 4.15 dapat dilihat bahwa varibel populasi (X1) 
menunjukkan nilai signifikansi < α (0,0004 < 0,05) dan nilai thitung 3.143084 lebih 
besar dari nilai ttabel 2.22814, berarti varibel populasi berpengaruh signifikan dan 
berhubungan positif terhadap ketimpangan pendapatan pada taraf kepercayaan 
sebesar 1%. Dengan hasil tersebut maka hipotesis pertama diterima. 
Varibel upah minimum kabupaten (X2) menunjukkan nilai signifikansi < α 
(0,0277 < 0,05) dan nilai thitung 2.573683 lebih besar dari nilai ttabel 2.22814, berarti 
varibel upah minimum kabupaten berpengaruh signifikan dan berhubungan positif 
terhadap ketimpangan pendapatan pada taraf kepercayaan sebesar 1%. Dengan 
hasil tersebut maka hipotesis kedua diterima.  
Varibel kontribusi sektor pertambangan (X3) menunjukkan nilai 
signifikansi < α (0,0681 < 0,05) dan nilai thitung 0,835182 lebih besar dari nilai ttabel 
2.22814, berarti varibel kontribusi sektor pertambangan tidak berpengaruh 
signifikan dan berhubungan positif terhadap ketimpangan pendapatan pada taraf 





Varibel ketimpangan pendapatan (Y1) menunjukkan nilai signifikansi < α 
(0,0014 < 0,05) dan nilai thitung 3,783583 lebih besar dari nilai ttabel 2.22814, berarti 
varibel pertumbuhan ekonomi  berpengaruh signifikan dan berhubungan positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi pada taraf kepercayaan sebesar 1%. Dengan hasil 
tersebut maka hipotesis keempat diterima. 
Koefisien Determinasi (R2)  
Analisis koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Jika 
nilai R2 kecil atau mendekati nol, maka kemampuan variabel- variabel independen 
dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Namun jika nilai R2 
mendekati 1 itu berarti, variabel independen mampu memberikan hampir semua 
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Nilai R2 dapat 
dilihat pada Tabel 4.16 berikut. 
Setelah dilakukan uji koefisien determinasi diperoleh hasil bahwa nilai R2 
sebesar 0.896209 (0.90), hal ini berarti 90% ketimpangan pendapatan dapat 
dijelaskan oleh variasi dari keempat  variabel yaitu populasi, upah minimum 
kabupaten, kontribusi sektor pertambangan dan pertumbuhan ekonomi. 
Sedangkan sisanya 10% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 
Tabel 4.18 




Sumber: Output Eviews.10 data diolah, 2021 
 
R-squared 0.896209     Mean dependent var 4048.667 
Adjusted R-squared 0.434692     S.D. dependent var 304.6043 
S.E. of regression 0.290227     Akaike info criterion 13.96672 
Sum squared resid 0.245138     Schwarz criterion 14.20274 
F-statistic 3.691321     Durbin-Watson stat 1.446896 
Prob(F-statistic) 0.042735    






 Pengaruh Populasi, Upah Minimum Kabupaten, Kontribusi Sektor 
Pertambangan,Dan Pertumbuhan Ekonomi 













X1          Y1 0.120 0.018 - 0.138 
X2          Y1 0.139 0.024 - 0.163 
X3          Y1 0.178 0.003 - 0.182 
X1          Y2 0.282 0.004 0.023 0.309 
X2          Y2 0.141 0.028 0.004 0.173 
X3          Y2 0.019 0.069 0.034 0.122 
Y1          Y2 0.189 0.0014 - 0.190 
Sumber : olahan data sekunder tahun 2006-2020 
 
B. Pembahasan  
1. Pengaruh Populasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa populasi berpengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi dengan tingkat signifikansi sebesar 0,018. Dengan tingkat 
signifikansi tersebut dapat disimpulkan bahwa populasi berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonommi karena nilai signifikansi populasi lebih kecil dari 0,05. 
Populasi yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.  
Jumlah penduduk yang besar bagi beberapa kalangan merupakan suatu 
hal positif karena dengan jumlah penduduk yang besar tersebut dapat dijadikan 
sebagai subjek pembangunan, perekonomian akan berkembang bila jumlah tenaga 





jumlah penduduk yang besar adalah sebagai asset seperti yang dijelaskan 
sebelumnya, akan tetapi kebalikan dari hal tersebut bahwa penduduk merupakan 
beban bagi pembangunan.  
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh korelasi antara populasi dengan 
pertumbuhan ekonomi, hal ini bermakna bahwa meningkatnya jumlah penduduk 
usia produktif di kabupaten luwu timur membawa perkembangan bagi 
perekonomian, karena dengan meningkatnya jumlah penduduk maka meningkat 
pula peranan sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan proses produksi 
sehingga menambah kapasitas produksi dan menumbuhkan perekonomian. 
Meningkatnya kapasitas produksi menunjukkan tingkat produktivitas dari 
penduduk yang terlibat dalam kegiatan produksi tersebut, sehingga harapan 
berikutnya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hasil penelitian ini 
menguatkan teori Klasik bahwa tenaga kerja sangat bermanfaat untuk 
menumbuhkan perekonomian suatu negara, namun sesuai perkembangan terkini 
bahwa seringkali peranan sumberdaya lain yang jauh lebih besar berpengaruh 
terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dalam 
penelitian yang dilakukan oleh  Arianto et al., (2015) & Handayani et al., (2016) 
mengungkapkan bahwa Jumlah penduduk berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun berbeda dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Luh & Yuni, (2015) yang mengatakan bahwa Jumlah 
penduduk yang bekerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi. 





Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat kemiskinan yang 
semakin berkurang dan daya beli masyarakat yang meningkat. Daya beli yang 
meningkat dan merata salah satunya bisa dilihat dari distribusi barang dan jasa 
yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan 
merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan 
ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Jumlah penduduk bertambah setiap 
tahun, sehingga dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga 
bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. 
Selain dari sisi konsumsi dari sisi permintaan, pertumbuhan penduduk juga 
membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan). Pertumbuhan 
ekonomi tanpa penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan 
dalam penambahan pendapatan tersebut (cateris paribus), peningkatan 
kemiskinan (Tambunan, 2016). 
Upah minimum regional merupakan salah satu komponen penting dalam 
kehidupan masyarakat yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup bagi 
tenaga kerja, guna meningkatkan taraf hidup. Peningkatan taraf hidup masyarakat 
dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, yakni pertumbuhan ekonomi yang baik 
terdapat jumlah angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan 
cukup banyak. 
Berdasarkan Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa upah minimum kabupaten 
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan tingkat 
signifikansi sebesar 0,024. Dengan tingkat signifikansi tersebut dapat disimpulkan 





karena nilai signifikansi upah minimum kabupaten lebih kecil dari 0,05. upah 
minimum kabupaten yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.  
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2018) dan 
Lokiman et al., (2012) menunjukan bahwa upah minimum berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
3. Pengaruh Sektor Pertambangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Menurut Smith dalam Teori Ekonomi Pembangunan, semakin tinggi 
kontribusi sektor Industri terhadap Pembangunan Ekonomi negaranya maka 
negara tersebut semakin maju. Jika Suatu negara kontribusi sektor industrinya 
telah diatas 30% maka dapat dikatakan negara tersebut tergolong negara maju 
(Sukirno, 2001). 
Berdasarkan Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa sektor pertambangan 
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan tingkat 
signifikansi sebesar 0,003. Dengan tingkat signifikansi tersebut dapat disimpulkan 
bahwa sektor pertambangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena 
nilai signifikansi sektor pertambangan lebih kecil dari 0,05. upah minimum 
kabupaten yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.  
Ini terbukti bahwa peran yang masih besar pada PDRB kabupaten luwu 
timur masih terletak pada sektor pertambangan dan penggalian. Sektor 
pertambangan dan penggalian masih menjadi sektor unggulan dan yang masih 
mendominasi pada struktur PDRB. 
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakan oleh Hermawan et al., 
(2014) dan Lestari, (2016) menunjukan bahwa sektor pertambangan berpengaruh 





Menurut Rustiadi & Saefullah (2011) bahwa setiap wilayah selalu terdapat 
sektor-sektor yang bersifat strategis akibat besarnya sumbangan yang diberikan 
dalam perekonomian wilayah serta keterkaitan sektor dan spasialnya. 
Perkembangan sektor strategis tersebut memiliki dampak langsung dan tidak 
langsung yang signifikan. Dampak tidak langsung akibat perkembangan suatu 
sektor berpengaruh terhadap perkembangan sektorsektor lainnya. Hal ini sejalan 
dengan pendapat Morrissey dan O’Donoghue bahwa analisis ekonomi wilayah 
penting dilakukan untuk menyediakan akses bagi pemegang kebijakan terkait 
dampak sektor ekonomi (Syarief, 2014). 
4. Pengaruh Populasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan 
Berdasarkan Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa populasi berpengaruh 
signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dengan tingkat signifikansi 
sebesar 0,004. Dengan tingkat signifikansi tersebut dapat disimpulkan bahwa 
populasi berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan karena nilai 
signifikansi populasi lebih kecil dari 0,05. populasi yang berpengaruh positif 
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.  
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa semakin banyak angka populasi 
penduduk yang ada di kabupaten luwu timur dan semakin meningkat jumlah 
populasi penduduk setiap tahunya maka akan meningkatkan ketimpangan 
distribusi pendapatan di kabupaten luwu timur, dikarenakan semakin tinggi 
Populasi Penduduk maka semakin kecil peluang untuk mendapatkan pekerjaan. 
Sehingga terjadi ketimpangan pendapatan. 
 Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakuan oleh Syamsir & Rahman, 





positif dan signifikan antara populasi dengan distribusi ketimpangan pendapatan. 
Namun,berbeda dengan penelitian yang dilakuan oleh Hakim, (2013) populasi 
berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. 
5. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten Terhadap Ketimpangan Distribusi 
Pendapatan 
Secara teoritis, teori ekonomi neoklasik percaya bahwa upah minimum 
akan meningkat dari pada mempersempit kesenjangan pendapatan. Upah 
minimum mendorong sektor non pasar untuk berperan dalam menentukan ambang 
batas upah minimum di pasar tenaga kerja, sehingga meningkatkan harga tenaga 
kerja. Dengan kenaikan harga tenaga kerja, upah minimum telah menyebabkan 
penurunan permintaan tenaga kerja, dan beberapa pekerja menganggur. 
(Bluestone & Harrison, 2001) 
Namun di sisi lain, para ekonom institusional percaya bahwa upah 
minimum dapat mengurangi ketimpangan. Upah minimum mendistribusikan 
kembali pendapatan dengan mengurangi keuntungan perusahaan dan 
meningkatkan upah pekerja minimum . Oleh karena itu, dengan menetapkan upah 
minimum, standar upah akan lebih tinggi, dan upah serta distribusi pendapatan 
yang lebih adil akan tercipta (Bluestone & Harrison, 2001). 
Berdasarkan Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa upah minimum kabupaten 
berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dengan 
tingkat signifikansi sebesar 0,024. Dengan tingkat signifikansi tersebut dapat 
disimpulkan bahwa upah minimum kabupaten berpengaruh terhadap ketimpangan 
distribusi pendapatan karena nilai signifikansi upah minimum kabupaten lebih 





distribusi pendapatan. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua variabel dalam 
penelitian ini secara signifikan memiliki hubungan yang positip, yang atinya 
peningkatan upah minimum akan menaikkan angka kesenjangan pendapatan atau 
memperbesar kesenjangan pendapatan.  
 Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., 
(2015) yang mengatakan bahwa adanya pengaruh antara upah minimum terhadap 
ketimpagan distribusi pendapatan. Dalam  penelitian yang dilakukan oleh 
Zulkifli,( 2016) yang menujukkan hasil bahwa upah minimum berpengaruh   
negatif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. 
6. Pengaruh Sektor Pertambangan Terhadap Ketimpangan Distribusi 
Pendapatan 
Ketimpangan pendapatan bukan hanya disebabkan oleh sektor non 
pertanian, tetapi juga dikarenakan oleh besarnya hambatan yang sedang dihadapi 
oleh sektor pertanian, seperti distribusi kepemilikan lahan, akses layanan 
keuangan dan lain-lain. Tidak hanya sektor pertanian yang menyebabkan 
ketimpangan pendapatan, sektor pertambangan juga akan menjadi sumber 
ketimpangan pendapatan. 
Berdasarkan Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa sektor pertambangan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dengan 
tingkat signifikansi sebesar 0,069. Dengan tingkat signifikansi tersebut dapat 
disimpulkan bahwa sektor pertambangan berpengaruh tidak berpengaruh 
signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan karena nilai signifikansi 





peningkatan yang terjadi pada pendapatan sektor pertambangan tidak berpengaruh 
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan yang ada di kabupaten luwu timur 
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilaukan oleh Ikhsan et al., (2019) 
yang juga menunjukan hasil bahwa sektor pertambangan tidak memiliki pegaruh 
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Namun berbeda denga penelitian 
yang dilaukan oleh Ratnasari, (2017) yang menujukkn hasil bahwa sektor 
unggulan salah satunya sektor pertambangan memiliki pengaruh terhadap 
ketimpangan distribusi pendapatan. 
7. Pengaruh Ketimpangan Distribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Pendapatan 
Hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan, terutama pada 
pertumbuhan ekonomi, dapat dijelaskan dengan kausalitas dua arah. Pertama, 
bagaimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketimpangan. Dalam karya 
penting Kuznets (1955) memberikan dasar untuk memahami hubungan ini. Ia 
percaya bahwa seiring pertumbuhan ekonomi, ketimpangan akan meningkat dan 
kemudian menurun seiring waktu. Situasi ini disebut hipotesis U terbalik Kuznets. 
Berdasarkan Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi 
berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dengan 
tingkat signifikansi sebesar 0,0014. Dengan tingkat signifikansi tersebut dapat 
disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan 
distribusi pendapatan karena nilai signifikansi populasi lebih kecil dari 0,05. 






Terdapat hubungan antara laju pertumbuhan ekonomi terhadap 
ketimpangan distribusi pendapatan (indeks Gini). Hal ini berarti apabila 
pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan maka indeks gini akan mendapatkan 
pengaruh dari perubahan pertumbuhan ekonomi. 
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi Lestari et al., 
(2019) yang menunjukan hasil bawha pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Berbeda dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Damanik et al., (2018) yang menunjukkan hasil 
bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan 
pendapatan. 
8. Pengaruh Populasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan 
Melalui Pertumbuhan Ekonomi 
Besarnya pengaruh tidak langsung jumlah populasi penduduk terhadap 
ketimpangan distribusi pendapatan  melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 0.023, 
namun dalam hasil analsis data ternyata ditemukan bahwa adanya hubungan yang 
signifikan antara jumlah populasi penduduk yang berumur produktif terhadap 
ketimpngan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat 
dilihat dari nilai probabilitas (tingkat signifikansi). 
9. Pengaruh UMK Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui 
Pertumbuhan Ekonomi 
Besarnya pengaruh tidak langsung UMK terhadap ketimpangan distribusi 
pendapatan  melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 0.004, namun dalam hasil 





UMK  terhadap ketimpngan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi, 
hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas (tingkat signifikansi). 
10. Pengaruh Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap Ketimpangan 
Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi 
Besarnya pengaruh tidak langsung kontribusi sektor pertambangan 
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan  melalui pertumbuhan ekonomi 
sebesar 0.034, namun dalam hasil analsis data ternyata ditemukan bahwa tidak 
ada hubungan yang signifikan antara kontribusi sektor pertambangan  terhadap 
ketimpngan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat 











Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 
ekonomi di Kabupaten Luwu Timur.  
2. Variable Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur.  
3. Variable kotribusi sektor pertambangan berpengaruh positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur.  
4. Variabel populasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi 
pendapatan di Kabupaten Luwu Timur.  
5. Variable Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh positif terhadap 
ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Luwu Timur. 
6. Variable kotribusi sektor pertambangan tidak memiliki pengaruh terhadap 
ketimangan distribusi pendapatan di Kabuapaten Luwu Timur. 
7. Variabel pertumbuhan ekonomi signifikan dan berpengaruh positif 
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Luwu Timur.  
8. Varibable jumlah penduduk memiliki perngaruh tidak lagsung terhadap 






9. Varibable Upah Minimum Kabupaten (UMK) memiliki perngaruh tidak 
lagsung terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi 
di Kabupaten Luwu Timur. 
10. Varibable kotribusi sektor pertambangan memiliki perngaruh tidak lagsung 
terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di 
Kabupaten Luwu Timur. 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan sebelumnya, maka saran yang 
dapat diberikan, yaitu:  
1. Kepada pemerintah, Perlu ada kebijakan untuk mendorong distribusi 
pendapatan yang lebih merata seperti kebijakan pajak atau subsidi. 
Kebijakan pertumbuhan ekonomi yang dikuti dengan penciptaan lapangan 
kerja yang lebih banyak sehingga bisa menurunkan tingkat penggangguran 
dan akhirnya akan berdampak pada penurunan ketimpangan distribusi 
dalam jangka panjang. Salah satunya dapat dilakukan dengan mendorong 
perkembangan UMKM khusunya usaha mikro dan kecil. 
2. Kepada peneliti selanjutnya, diperlukan adanya penelitian yang lebih lanjut 
mengenai variabel lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan 
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Mean      -1.38e-11
Median   1072.229
Maximum  11063.21
Minimum -8620.947
Std. Dev.   5522.237
Skewness   0.316177
Kurtosis   2.812068
Jarque-Bera  0.271994
Probability  0.872845











Lampiran 2 : Tabel PDRB Kab. Luwu Timur 
Kategori PDRB 
Tahun 
2016 2017 2018 2019 2020 
Pertanian, Kehutanan 
dan Perikanan 
2.550.575,32 2.758.786,69 2.955.133,64 3.183.973,28 3.175.948,71 
Pertambangan dan 
Penggalian 
8.831.737,22 8634510 8.667.996,48 8.447.706,06 8.587.768,95 
Industri Pengolahan 383.210,09 413.305,74 430.907,19 521.872,66 507.751,76 
Pengadaan Listrik 
dan Gas 
7.419,92 8.473,07 9.091,63 10.029,21 10.522,85 
Pengadaan Air, 
Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur 
Ulang 
889,95 938,38 1.051,62 1.206,35 1.319,03 
Konstruksi 1.046.265,54 1.119.637,55 1.188.708,17 1.403.975,52 1.448.200,75 
Perdagangan Besar 
dan Eceran; Reparasi 
Mobil dan Sepeda 
Motor 
470.403,46 506.278,43 549.462,57 669.824,20 662.567,18 
Transportasi dan 
Pergudangan 











201.522,08 219.670,36 241.297,25 294.885,65 328.119,27 
Jasa Keuangan dan 
Asuransi 
114.505,85 121.592,46 126.056,52 141.691,74 147.326,26 
Real Estate 228.776,51 245.477,24 261.709,35 295.870,95 313.475,27 





270.973,87 275.662,46 294.124,68 348.463,15 345.808,20 
Jasa Pendidikan 243.594,02 258.940,47 272.675,99 317.685,49 337.636,14 
Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 
159.923,13 171.266,19 184.290,96 219.429,55 245.146,69 
Jasa Lainnya 12.965,31 14.145,18 15.493,04 18.864,39 16.540,30 
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